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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tujuan
penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di
masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini
untuk percepatan dalam meningkatkan Kkualitas capaian Kkinerja yang
diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LK]jIP juga
dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu
dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan
pemerintah.

Demikian LK]jIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya acuan untuk peningkatan

kinerja di masa mendatang.

Pangkalan Bun, 29 Februari 2024

NIP. 19650105 199403 1 010
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja
ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun
2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran

strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No Sasaran Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Peringkat Ket
Strategis (%) Kinerja

1 Meningkatnya Realisasi 6,7T | 3.730.442. | 55,68 % Rendah Berdasarkan
nilai investasi penanaman modal 195.540 target
PMA dan PMDN | (Jumlah realisasi Renstra

nilai investasi
PMDN dan PMA)
Capaian sasaran strategis 1 | 55,68 %

2 Meningkatnya Realisasi 3,09T | 3.730.442. | 120,71 % | Sangat Tinggi | Berdasarkan
nilai investasi penanaman modal 195.540 Target
PMA dan PMDN | (Jumlah realisasi Sebaran

nilai investasi Nasional
PMDN dan PMA) untuk
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
Capaian sasaran strategis 1 | 120,71 %

2 Meningkatnya Indeks Kepuasan 84 95,28 113,96% | Sangat Tinggi | Berdasarkan
pelayanan Masyarakat (IKM) target
perizinan atas Layanan Renstra

Perizinan dan
Nonperizinan
Capaian sasaran strategis 2 | 113,96 %
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Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
tahun anggaran 2023 berdasarkan target Renstra sebesar 84,82 % dengan
peringkat kinerja tinggi. Sedangkan berdasarkan Target Sebaran Nasional

untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 117,34 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat
beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ke
depan, sebagai berikut:

a. Bertambahnya jumlah penugasan mandatory yang setiap tahun sehingga
mengakibatkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan
ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;

b. Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memenuhi
contohnya Mal Pelayanan Publik (MPP);

c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan
mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Bimtek/ Diklat pelayanan publik;

d. Kurangnya SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang

ditangani.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah
wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah
wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian
kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini
berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun
2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas
perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam
mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi
kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat  merupakan unsur  pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang
selanjutnya pada tahun 2022 terbit Perbup Terbaru yaitu Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk
melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal

daerabh;

b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di
daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas
penanaman modal,

c. pengidentifikasian sumber- sumber potensi daerah secara
menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal,

d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam
rangka menarik minat penanaman modal;

e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu
yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan menjadi

kewenangan daerah;
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f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal

kewenangan daerah;

yang menjadi

g. pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan

dan nonperizinan;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan

I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat,

maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jabatan Struktural

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
1) Subbag Umum
Kepegawaian dan
Perlengkapan

3. BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

1.

Dibawah Subbag Umum
Kepegawaian dan
Perlengkapan

1) Pengadministrasi Umum

2) Pengelola Barang Milik

Negara

3) Pengelola Kepegawaian
Dibawah Subbag Keuangan,
Perencanaan dan
Pengendalian Program
1) Bendahara Pengeluaran

Verifikator keuangan

Pengelola Keuangan

Pengolah Data

Analis Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan
Dibawah bidang perencanaan
dan pengembangan iklim
penanaman modal

1)Analis Pengembangan
Potensi Daerah

)Pengelola Data

)Analis Penanaman Modal

)

)

a1 B N
~— — — ~—

Penyusun Bahan Kebijakan
Pengolah Data Kebijakan
Investasi
6)Pengadministrasi Umum
7)Penyusun Bahan Kebijakan

2
3
4
5

1. Analis Keuangan Pusat

dan Daerah (1 Orang)

2. Perencana

3. Penata Perizinan
Orang)

4. Penata Kelola
Penanaman Modal (7
Orang)

5. Arsiparis (1 Orang)

3
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Jabatan Struktural

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional

4. BIDANG
PROMOSI,PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL

5. BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

6. BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

8)Analis Investasi Daerah

4. Dibawah bidang promosi,

pengelolaan data dan sistem

informasi penanaman modal

1) Perancang Promosi

2) Pranata Promosi

3) Fasilitator Promosi

4) Perancang Desain

Pameran

) Analis Desain Pameran

6) Penata Pameran

7) Penyusun Bahan
Informasi dan Publikasi

8) Pengolah Informasi Media

9) Pengolah Bahan Informasi
dan Publikasi

&)

Di bawah bidang pelayanan

terpadu satu pintu

1) Pengelola Pengaduan
Publik

2) Penyusun Bahan
Kebijakan

3) Pengelola SIM
Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu

4) Analis Dokumen Perizinan

5) Pengelola Perizinan

6) Pengadministrasi
Perizinan

7) Pengadministrasi Umum

8) Pengadministrasi Umum

6. Dibawah bidang
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal

1) Pengelola Penyelesaian
Hasil Pengawasan

2) Penyusun Bahan Kebijakan

3) Pengelola Data Temuan
Pengawasan

4) Analis Pengawasan

5) Pengelola Data

6) Analis Data dan Informasi

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023




Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi
Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami
perubahan.dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan
diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 16
Februari 2023 melalui pengukuhan dan pengambilan sumpah dan
pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah mendapatkan
persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2/642/SJ/ tanggal 2
Februari 2023 dan Pertimbangan Teknis Pengukuhan, Mutasi dan Promosi
Pejabat Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1375/B-
AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 31 Januari 2023. Perubahan nomenklatur
Sekretariat Daerah merupakan salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi.
Dimana penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan
struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat
fungsional, penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian
sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis
pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat didukung
oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 39 orang Pegawai yang terdiri dari 17

orang laki-laki (43,59 %), dan 22 orang perempuan (45,41 %). Berdasarkan
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kualifikasi Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu didukung oleh pegawai dengan Pendidikan S2 sejumlah
4 orang (10,26 %), S1/DIV sejumlah 17 orang (43,59 %), D3 sejumlah 7
orang (17,95 %), SMA sejumlah 10 orang (25,64 %) dan SD sejumlah 1

orang (2,56 %). Gambar rincian data pegawai sebagaimana berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2023

Jumlah JenisKelamin Kualifikasi Status Kepegawaian
No | Jabatan | "e9Wal | ). PNS/
Yang Laki Perempuan | S2 | S1 | D3 | SMA | SD CPNS Kontrak
ada axl
A | Jabatan 1 1 1 1
Pimpinan
Tinggi
B | Jabatan
Administrator
1. Administra 4 4 3 |1 4
tor
2. Pengawas 1 1 1 1
3. Pelaksana 22 11 11 6 | 6] 9 1 13 9
C | Jabatan 11 S 6 10 1 1
Fungsional
Jumlah 39 17 22 4 (17| 7 |10 | 1 30 9

Sumber: Data Pegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Per 31
Desember 2023

Kebutuhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan
jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kotawaringin  Barat, apabila
dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel
berikut:
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Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2023

Formasi Kondisi
Uraian Jabatan Sesuai S . | Kekurangan
aat Ini
Keputusan
Sekretariat Bendahara Pengeluaran 1 1 0
Verifikator Keuangan 1 1 0
Pengelola Keuangan 0 0 1
Pengelola data perencanaan 1 1 0
penganggaran
Analis  Perencana, Evaluasi dan 1 1 0
Pelaporan
Pengadministrasian Umum 1 1 0
Pengelola Barang milik Negara 1 1 0
Pengelola Kepegawaian 1 0 1
Kepala Bidang | analis Pengembangan Potensi Daerah 1 0 1
Perencanaan
dan Pengelola Data 3 0 3
Pengembangan Analis Penanaman qual 1 1 0
klim Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1
Penanaman Pengolah Data Kebijakan Investasi 1 0 1
Modal Pengadministrasi Umum 1 0 1
Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1
Analis Investasi Daerah 1 0 1
Kepala Bidang | Perancang Promosi 2 1 1
Promosi Pranata Promosi 1 0 1
Penanaman Fasilitator Promosi 1 0 1
Modal Perancang Desain Pameran 1 0 1
Analis Desain Pameran 1 0 1
Penata Pameran 1 0 1
Penyusun Bahan Informasi dan 1 0 1
Publikasi
Pengolah Informasi Media 1 0 1
Pengolah Bahan Informasi dan 1 0 1
Publikasi
Kepala Bidang | Pengelola Pengaduan Publik 2 1 1
Pelayanan Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1
Terpadu  Satu | Pengelola SIM Penanaman Modal dan 9 1 1
Pintu Perizinan Terpadu
Analis Dokumen Perizinan 2 1 1
Pengelola Perizinan 8 4 4
Pengadministrasi Perizinan 5 2 3
Pengadministrasi Umum 3 1 2
Kepala Bidang | Pengelola Penyelesaian Hasil 3 1 9
Pengawasan Pengawasan
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Formasi Kondisi
Uraian Jabatan Sesuai . | Kekurangan
Saat Ini
Keputusan
dan Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1
Pengendalian Pengelola Data Temuan Pengawasan 2 0 2
Analis Pengawasan 1 0 1
Pengelola Data 2 1 1
Pengolah Data 1 0 1
Analis Data dan Informasi 1 0 1
Jabatan JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 1 0
Fungsional Ahli Muda
JF Arsiparis Pertama 1 1 0
JF Penata Perizinan Ahli Muda 3 3 0
JF Penata Kelola Penanaman Modal 9 6 3
TOTAL 75 31 45

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun
2023, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2023

No Klasifikasi Nama BidangBarang | JumlahBarang Nilai (Rp)
1 | Tanah Tanah 1 0
Sertifikat gabung
dengan Dinas
Pariwisata
2 | Peralatan&Mesin Alat-alat Besar 0 0

Alat-alat Angkut 7 447.841.100,00

Alat Bengkel dan Alat 3 9.300.000,00

Ukur

Alat Kantor dan 389 4.344.309.169,00

RumahTangga

Alat Studio Komunikasi 13 57.600.000,00

Alat Kedokteran 1 1.815.000,00

Alat Persenjataan 0 24.800.000

Alat Komputer Rekap sudah gabung
di Alat Kantor dan RT

DIl (diisi sesuai dengan

Jenis diKIB )

3 | Gedung&Bangunan | Bangunan Gedung 1 3.435.778.046,00
Kantor
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No Klasifikasi Nama BidangBarang | JumlahBarang Nilai (Rp)
Gedung Rumah Dinas
DIl (diisi sesuai dengan
Jenis di KIB)
4 | Jalan, Jalan 0 0
Irigasidandaringan | Jembatan 0 0
Instalasi Listrik danTelp 0 0
5 | AsetTetapLainnya | Bahan Perpustakaan 98 BUKU 14.000.000,00
Barang Bercorak 0 0
Kesenian
6 | Aset Lainnya Aset Tak Berwujud 6 342.013.242,00
7 | Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2023

1.3Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan
berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis
dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu
Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di
masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari
lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya.
Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi
yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala
internasional, nasional serta regional/lokal provinsi. Isu Strategis yang
melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24
2023

Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian

November tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
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Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan
Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Standar
Operasiona Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh personil ASN DPMPTSP
Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi;

4. Kapasitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang meningkat;

5. Adanya Anggaran DAK Non Fisik fasilitasi Penanaman Modal
pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN;

6. Jumlah ASN yang masih kurang baik secara kuantitas maupun secara
kualitas;

7. Belum terlaksananya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan
mobil layanan perizinan

8. Semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat atas
pengurusan perizinan dan nonperizinan;

9. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat;

10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten
Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam penyelenggaraan
pelayanannya telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Pelayanan yang mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK);
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1.4Permasalahan Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur
pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Skretaris Daerah. Keberhasilan pelaksanaan
dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi
penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan
utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat, antara lain:

a) Percepatan proses pelayanan perizinan sesuai dengan SOP Pelayanan
yang telah ditetapkan;

b) Percepatan program mandatory dari pusat terkait pelaksanaan
pembangunan MPP;

c) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
perizinan dan nonperizinan di kecamatan wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat;

d) Lemahnya pelaksanaan komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat dengan SKPD terkait.

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat
menjadi suatu kekuatan (strength) maupun kelemahan (weakness) dalam
organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang
peningkatan kinerja meliputi :

1. Tersedianya data potensi dan peluang investasi;
2. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

(SP) Perizinan dan Penanaman Modal;

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;
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Tersedianyan Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan
Perizinan;

Tersedianya anggaran unit kerja;

DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir

seluruh administrasi pelayanan perizinan.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah

kelemahan (Weakness) dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

1.

ok~ 0N

Jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum
optimal;

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan;
Sistem pelayanan perizinan yang ada belum berjalan secara optimal;
Belum optimalnya pelayanan pengaduan;

Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan

Penanaman Modal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman

(threats) dalam organisasi. Beberapa peluang (opportunities) yang dimiliki

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat antara lain :

1.

Adanya Peraturan Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Kecamatan;

Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan;

Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah
ketentuan pelayanan perizinan dan investasi;

Potensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih besar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sedangkan ancaman (Threaths) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat,
adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan
perizinan;

Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah;

3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan
perizinan;
4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi
terkait/teknis;
5. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan
perizinan dan penanaman modal terkait/teknis.
Tabel 1.5. Matrix Analisis SWOT

Peluang (opportunities): Tantangan (threats):

1. Adanya Peraturan Daerah |1. Kurangnya pemahaman
terkait pelimpahan masyarakat terhadap
kewenangan perizinan prosedur dan persyaratan
kepada Dinas Penanaman perizinan;

Modal dan Pelayanan 2. Kesadaran masyarakat
Terpadu Satu Pintu dan dalam mengurus perizinan
Kecamatan; masih rendah;

2. Tersedianya Teknologi 3. Adanya kemungkinan
Informasi untuk menunjang tindakan KKN dan
pelayanan; pencaloan dalam

3. Kebijakan pemerintah pusat pengurusan perizinan;
yang terus berupaya 4. Waktu pengurusan
mempermudah ketentuan beberapa izin masih
pelayanan perizinan dan tergantung instansi
investasi; terkait/teknis;

4. Potensi investasi di 5. Munculnya regulasi dan
Kabupaten Kotawaringin kebijakan baru yang terkait
Barat masih besar. dengan pelayanan

perizinan dan penanaman
modal terkait/teknis.

Kekuatan (strenghts): Alternatif Strategi (SO): Alternatif Strategi (ST):
1. Meningkatkkan sarana
7. Tersedianya data potensi dan peluang | 1. Mengoptimalkan dukungan dan prasarana melalui
investasi; anggaran untuk mendapatkan dukungan anggaran
8. Tersedianya Standar Operating pembinaan dari pusat dalam untuk meningkatkan
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan meningkatkan pelayanan kepercayaan
(SP) Perizinan dan Penanaman Modal; perizinan dan penanaman masyarakat dan dunia
9. Struktur Organisasi Perangkat Daerah modal; usaha terhadap
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(SOPD) Jelas;

10. Tersedianyan Teknologi Informasi yang
mendukung pelayanan Perizinan;

11. Tersedianya anggaran unit kerja;

12. DPMPSP merupakan koordinator dan
gerbang utama untuk hampir seluruh
administrasi pelayanan perizinan

. Meningkatkan kompetensi

daripada tugas pokok dan
fungsi aparatur pelayanan
pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

. Mendayagunakan SDM,

sarana dan prasarana yang
ada untuk mendukung iklim
investasi di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

pelayanan perizinan
pada DPMPTSP
Kabupaten
Kotawaringin Barat;

. Mendayagunakan

potensi dan peluang
invetasi Kabupaten
Kotawaringin Barat
melalui event promosi;

. Mendayagunakan dan

mengembangkan
potensi yang dimiliki
aparatur pelayanan
dalam menghadapi
persaingan global.

Kelemahan (Weakness) :

1. Jumlah sumber daya aparatur yang
sesuai dengan kompetensi belum
optimal;

2. Kurangnya sarana dan prasarana
yang mendukung pelayanan
perizinan;

3.  Sistem pelayanan perizinan yang
ada belum berjalan secara optimal;

4. Belum optimalnya pelayanan
pengaduan;

5.  Belum terhimpunnya data aktual
yang mendukung Laporan Kegiatan
Penanaman Modal.

Alternatif Weakness (WO):

Mendukung
perkembangan Usaha
Perekonomian di
Kabupaten Kotawaringin
Barat dengan
ketersedian data dan
informasi yang akurat
serta melalui promosi
potensi unggulan daerah;
Mendorong investasi
dengan meningkatkan
sarana dan prasarana .

Alternatif Weakness (WT)

Mengoptimalkan
dukungan anggaran
untuk mendapatkan
pembinaan dari

pusat dalam
meningkatkan
pelayanan;
Meningkatkan
koordinasi dengan
seluruh pegawai
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat
agar mampu
memberikan
pelayanan yang prima
kepada masyarakat/
pelaku usaha.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada

akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat

dalam pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
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2. Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang
Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melaporkan
pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan
dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja
Perubahan 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan Renstra
Tahun 2023-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023
memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa
datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:
Kata Pengantar

I.  Ikhtisar Eksekutif

ii.  Daftar isi

iii.  Daftar Tabel
Bab | Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Data Umum

1.3 Aspek Strategis
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1.4 Permasalahan Utama
1.5 Sistematika Penyajian
Bab Il Perencanaan Kinerja
2.1 Rencana Strategis
2.2 Indikator Kinerja Utama
2.3 Rencana Kinerja Tahunan
2.4 Perjanjian Kinerja
Bab 11l Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3.2 Realisasi Anggaran
a. Inovasi
Bab IV Penutup
4.1 Kesimpulan
4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023




BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPD 2023-2026
yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat selama empat tahun. Tahun 2023 ini merupakan tahun
pertama masa RPD. Visi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

‘KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA,

MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya mewujudkan
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang
berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan
pangan secara berkelanjutan dalam kegiatan dan program Pembangunan
Daerah.

Adapun Misi Pembangunan Daerah Periode 2006 — 2025 adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman;

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis;

4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif
dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap
pembangunan daerah;

5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan
kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan
agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;

6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi

Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait
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dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya
yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;

7. Membangun dan mengembangankan budaya pembelajaran yang
mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa,
bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memililiki daya saing
yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;

8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara
berkelanjutan;

9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan
masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat
bagi pencegahan masalah sosial kemsyarakatan dan peningkatan
kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;

10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan,
keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh  wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

11. Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi
dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
secara berkesinambungan; dan

12. Mengoptimalkan produktivitas pemaanfaatan dan pengendalian ruang
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat

adalah misi yang kelima vyaitu:
“Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan

yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan

pangan secara berkelanjutan”
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Dan misi yang keenam yaitu :

“Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi
Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait
dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang

Berbasis Potensi dan Keunggulan”

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor
15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 — 2026. Tabel Terlampir.

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 — 2026

No Tujuan Ind[kator Sasaran Indikator Target Kinerja
IR, Sasaran o053 T 2024 | 2025 | 2026
1 Mengoptimalk ﬁealisasi Mleningkatnya Realisasi 67T | 68T 69T | 7T
PR enanaman | nilai investasi enanaman
anrealisasi | oo PMA dan ota
penanaman PMDN (Jumlah
modal realisasi nilai
investasi
PMDN dan
PMA)
2 | Meningkatkan | Indeks Meningkatnya | Indeks 84 85 86 87
Kualitas Kepuasan pelayanan Kepuasan
Pelayanan Masyarakat | perizinan Masyarakat
publik (IKM) (IKM) atas
Layanan
Perizinan dan
Nonperizinan

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun
2023-2026
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2.2Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil
diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria
indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk
setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Indikator | Formulasi Perhitungan/Penjelasan | Penanggung | Sumber
Strategis Kinerja Jawab Data
Utama
Meningkatnya | Realisasi Jumlah realisasi nilai investasi PMDN | Bidang Laporan
nilai investasi | penanaman | dan PMA Promosi PM, | LKPM
PMA dan modal Bidang
PMDN (Jumlah Perencanaan
realisasi'nilai PM, Bldang
e Wasl P
PMA) Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Meningkatnya | Indeks Berdasarkan Peraturan Menteri Bidang PTSP | Laporan
pelayanan Kepuasan | Pendayagunaan Aparatur Negara Dinas Hasil
perizinan Masyarakat | dan Reformasi Birokrasi Republik Penanaman | Survei
(IKM)atas | |ndonesia Nomor 14 tahun 2017 Modal dan Kepuasan
Iﬁ?r,iiri]r?:n Pelayanan | Masyarakat
dan Total dari Terpady (SKM)
Nonperizinan Nilai Satu Pintu
SKM  Persepsi Per  x Nilai
= Unsur Penimbang
Total Unsur
yang Terisi

Sumber: SK Kepala Dinas DPMPTSP No. 973/44/SK/IDMPTSP.A Tahun 2023
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2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki.
Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke
dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang
merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan.
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja
SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang
kemudian ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD
sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut

ini:
Tabel: 2.3 Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2023
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya nilai investasi | Realisasi penanaman modal (Jumlah 6,7T
PMA dan PMDN realisasi nilai investasi PMDN dan
PMA)
2 Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84
perizinan atas Layanan Perizinan dan
Nonperizinan

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
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kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
pada Tahun 2023 telah menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja dengan
Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini.

Tabel: 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya nilai investasi | Realisasi penanaman modal (Jumlah 6,7 T
PMA dan PMDN realisasi nilai investasi PMDN dan
PMA)
2 | Meningkatnya pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84
perizinan atas Layanan Perizinan dan
Nonperizinan

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja Eselon Il, maka struktur program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang
terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait

langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Perubahan Berkurang
(Rp) (Rp) (Rp)
Sasaran: Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
I\Pﬂrgggfm Pengembangan lkiim Penanarman 156.834.204 |  156.834.012 (192)
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif 116.834.204 129.334.012 | 12.499.808
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Sebelum
Perubahan

(Rp)

Setelah
Perubahan

(Rp)

Bertambah/
Berkurang

(Rp)

Dibidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Penetapan Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

116.834.204

129.334.012

12.499.808

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

40.000.000

27.500.000

(12.500.000)

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/Kota

40.000.000

27.500.000

(12.500.000)

Program Promosi Penanaman Modal

235.199.750

229.931.321

(5.268.429)

Penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

235.199.750

229.931.321

(5.268.429)

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

235.199.750

229.931.321

(5.268.429)

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

450.500.000

450.500.000

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

450.500.000

450.500.000

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal

119.309.000

(119.309.000)

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal

253.646.000

372.955.000

119.309.000

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

77.545.000

77.545.000

Sasaran: Meningkatnya pelayanan perizinan

Program Pelayanan Penanaman Modal

132.147.100

130.481.300

(1.665.800)

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah

132.147.100

130.481.300

(1.665.800)

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

49.886.600

52.620.800

2.734.200

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

73.871.000

69.471.000

(4.400.000)
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Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Perubahan Berkurang
(Rp) (Rp) (Rp)
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 8.389.500 8.389.500 0
Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan

Sumber: DPPA Tahun 2023

Tabel: 2.6 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang

Tahun 2023
Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan | Perubahan (Rp) | Berkurang
(Rp) (Rp)
Sasaran: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.409.800 93.775.608 | (23.634.192)
Penyusunan Dokumen Perencanaan 70632000 | 44322608 | (26.309.392)
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 2.497.250 2.497.250 0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 2.505.500 2.505.500 0
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 2 497 250 2 497 250 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 1.752.500 1.752.500 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 35.023.700 37.698.900 | 2.675.200
Kinerja SKP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.501.600 2.501.600 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.529.815.413 4.622.566.429 | 92.751.016
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.469.362.163 | 4.571.628.195 | 102.266.032
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP 5.500.000 8.865.000 | 3.365.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 53.455.000 40.574.984 | (12.880.016)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan 1.498.250 1.498.250 0

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Fungsi

Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan
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Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Sebelum Setelah Bertambah/
Perubahan | Perubahan (Rp) | Berkurang
(Rp) (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
pdmirlstrast Kepegawaian Perangiat 73.316.000 67.836.000 | (5.480.000)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 19.800.000 19.800.000 0
Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi 53.516.000 48.036.000 | (5.480.000)
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.219.127 322.005.019 | 90.785.892
P.enyedlaan Komponen Instalasi 7 929.596 7 929.596 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 57.927.193 58.188.421 | 261.228
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.129.766 7.167.406 37.640
Penyediaan Barang Cetakan dan 48.784.426 48.784.426 | (23.734.426)
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 109.448.146 223.669.596 | 114.221.450
Pengadaan Barang Milik Daerah 94.505.677 94.505.677 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pe.ngadaan Peralatan dan Mesin 94.505.677 94.505.677 0
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 307156378 |  268.686.883 | (38.469.495)
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 350.000 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 55 g61 37 02.578.883 | (41.281.495)
Daya Air dan Listrik
Ezgffrd'aa” Jasa Pelayanan Umum 172.946.000 |  175.758.000 | 2.812.000
Pemelinaraan Barang Milik Daerah 2.812.000 78.482.751 | (40.000)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemellharaaq, Pajak, daq Perizinan 44.072 751 44.072 751 0
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Eaeirﬁyharaa” Peralatan dan Mesin 34.450.000 34.410.000 |  (40.000)
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat 198.875.000 198.875.000 0

Sumber: DPPA Tahun 2023
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Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Selain anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen
pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian
target kinerja diantaranya:
1. OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

OSS Indonesia merupakan aplikasi untuk membantu pelaku usaha

memproses perizinan berusaha dalam genggaman yang dikembangkan

dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM.

Gambar 2.1

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Sumber: https://oss.go.id

2. SiCantik

SICANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan
Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat
digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK
sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan
Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun
layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Gambar 2.2 SICANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu
untuk Publik

3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF,
SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait

penyelenggaraan bangunan gedung.

Gambar 2.3 SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan

Gedung)

Sistem Infoemasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan
kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator
kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator
kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah
membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan
dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran
Laporan Kinerja 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel
berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja

1 91 <100 Sangat Tinggi

2 76 <90 Tinggi

3 66 <75 Sedang

4 51 <65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023




tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam

No Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian | Peringkat Ket
Strategis Kinerja (%) Kinerja
1 Meningkatnya Realisasi 6,7T | 3.730.442. | 55,68 % Rendah Berdasarkan
nilai investasi penanaman 195.540 target
PMA dan PMDN | modal (Jumlah Renstra
realisasi nilai
investasi PMDN
dan PMA)
Capaian sasaran strategis 1 | 55,68 %
2 Meningkatnya Realisasi 3,09T | 3.730.442. | 120,71 % Sangat Berdasarkan
nilai investasi penanaman 195.540 Tinggi Target
PMA dan PMDN | modal (Jumlah Sebaran
realisasi  nilai Nasional
investasi PMDN untuk
dan PMA) Kabupaten
Kotawaringin
Barat
Capaian sasaran strategis 1 | 120,71 % |
2 Meningkatnya Indeks 84 95,28 113,96% Sangat Berdasarkan
pelayanan Kepuasan Tinggi target
perizinan Masyarakat Renstra
(IKM) atas
Layanan
Perizinan dan
Nonperizinan
Capaian sasaran strategis 2 | 113,96 %

Sumber: Data diolah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis

diuraikan dibawah ini:

1

Sasaran: Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN target

kinerja sebesar 6.700.000.000.000 Triliun dan realisasi kinerja

sebesar

3.730.442.195.540 Triliun

sebesar 55,68 % atau rendah.
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Sedangkan Target nasional untuk Kabupaten Kotawaringin Barat
sebesar Rp.3.091.410.420.000,-.Triliun sehingga capaian kinerja
diperoleh sebesar 120,71 %.

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor
570/136/B.IV/IDPMPTSP-2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal target Realisasi
Investasi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
Surat tersebut sebagai tindak lanjut Rapat perkembangan Konsolidasi Data
Realisasi Penanaman Modal di Direktorat Wilayah Il dengan peserta dari
DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan dan Jambi Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di
Bandung, Jawa Barat, bahwa target realisasi investasi/BKPM RI yang
diturunkan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 16,09
Triliun. Berdasarkan surat tersebut mencantumkan realisasi investasi untuk
Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 3,09 Triliun.

Berdasarkan target Renstra, capaian kinerja realisasi investasi sebesar
55,68 % dengan kategori rendah namun jika berdasarkan target sebaran
nasional capaian kinerja sangat tinggi yakni sebesar 120,71 %.

Target Renstra tidak tercapai karena target terlalu tinggi. Realisasi
investasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mengalami
peningkatan secara signifikan yakni Rp. 12,61 Triliun dengan capaian sebesar
182,83 % yang disebabkan adanya akumulasi pelaporan dari pelaku usaha
karena selama tiga tahun pandemi tidak melaporkan kegiatan usahanya. Hal
tersebut yang menyebabkan target Renstra dari tahun 2023 sampai dengan
tahun 2026 mengalami peningkatan. Sedangkan realita yang ada di lapangan
banyak faktor yang menyebabkan sulithya mencapai target yang telah
ditetapkan Renstra.

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu)
indikator, dengan uraian sebagai berikut:
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» Indikator Kinerja : Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai
investasi PMDN dan PMA.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan

target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

PMA

Realisasi penanaman
modal (Jumlah realisasi
nilai investasi PMDN dan

Triliun

6.7

3.7

55,68%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan

dengan tahun lalu dan beberapat tahun terakhir selama masa periode

Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Kinerja
2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
Realisasi
penanaman
o
modal =
™ < o) 3 To)
(Jumiah &3 = 3 & 2 = 2 < 2 0
e o ~ o ": o~ 2 < 5=} ~ ©
realisasi nilai | 5 > IS © i &S = ) ®© 3
investasi © © o = 8
N
PMDN dan @
PMA

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja

sampai dengan tahun 2023

dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023

dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Target Kinerja Renstra Realisasi Kinerja sd Tahun
Kinerja

2023 2024 2025 2026 2023 2024 | 2025 | 2026
Realisasi 6,7 T 68T 69T 7T 3.730.442. - . -
penanaman 195.540
modal
(Jumlah
realisasi
nilai
investasi
PMDN dan
PMA

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat “Tidak Tercapai” dan capaian masuk
kategori rendah. Meskipun demikian untuk target nasional capaian
kinerja “Tercapai” sebesar 120,7 % dari target realisasi investasi
nasional yang ditetapkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar
Rp.3.091.410.420.000,-.Triliun dan capaian masuk kategori sangat
tinggi.

Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat memegang peran yang
cukup penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat. Selama kurun waktu dua tahun terakhir,
jumlah investor yang menanamkan modalnya menunjukkan kondisi yang
fluktuatif. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, dan
dibutuhkan langkah dan strategi yang jitu, terutama upaya promosi dan
kemudahan dalam pengurusan perizinan, untuk menarik minat para
investor untuk menanamkan modalnya di Daerah Kotawaringin Barat.

Kegiatan promosi merupakan bagian dari pemasaran, dimana
keberhasilannya sangat ditentukan oleh akurasi data produk unggulan
yang menjadi peluang investasi yang ditawarkan, besarnya biaya yang

dikeluarkan calon investor dalam memproses perizinan, ketersediaan
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bahan baku, keamanan, kemudahan akses pasar tujuan ekspor serta
ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air. Selanjutnya yang perlu
diperhatikan adalah data yang terkait produk, harga dan tempat peng-
identifikasian serta pengemasannya untuk di publikasikan kepada calon
investor.

Lemahnya data base yang dimiliki oleh instansi teknis atau
sektoral di daerah dan tidak valid, merupakan salah satu kelemahan
dalam publikasi dan promosi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah
Daerah. Karena sebaik apapun rencana promosi yang dipersiapkan, dan
seindah apapun pengemasan bahan promosi dibuat dan dicetak, tidak
akan mampu menarik minat calon investor. Untuk itu, langkah dasar
yang perlu dilakukan daerah, sebelum berpromosi adalah

penyempurnaan data base peluang investasi daerah.

Pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan
reformasi, yang terlihat dari banyaknya aturan yang telah diberlakukan,
termasuk aturan terkait pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Kelembagaan ini dibentuk dengan harapan untuk memenuhi
keinginan masyarakat dalam proses perizinan, perbaikan pelayanan
publik dan peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kualitas
pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini, tidaklah serta
merta dapat berjalan seperti yang diharapkan. Karena upaya ini
menyangkut pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan

perizinan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya
penyederhanaan penyelenggaraan perizinan ini telah menerbitkan
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24
November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di
Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan
kemudahan kepada pelaku usaha baik calon pemilik perusahaan dan
investor untuk mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS didelegasikan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan adanya layanan program OSS
(Online Single Submission) ini dapat mempermudah masyarakat dalam
mengurus perizinan berusaha. Saat ini mengurus izin sudah didukung
dengan teknologi informasi sehingga ketepatan, kecepatan, dan
kapasitas penyelesaian semua izin menjadi lebih baik.

Pada sistem OSS ini investor mengajukan permohonan perizinan
berusaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah berada dalam satu sistem yeng
bernama OSS (One Single Submission). Data investor yang sudah
teregistrasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus perizinan
sehingga tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan
lain. Bahkan investor tidak harus datang ke Kementerian teknis untuk
menyerahkan dokumen, tetapi dapat mendaftar secara online. Hadirnya
kebijakan ini cukup meningkatkan kepercayaan investor dalam
menanamkan investasinya.

Pada Tahun 2022 total perizinan dan nonperizinan yang
diterbitkan sebanyak 7.628 izin. Pada Tahun 2023 total perizinan dan
nonperizinan yang diterbitkan sebanyak 10.041 izin. Hal ini bisa dilihat
berdasarkan diagram di bawah ini :
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Diagram 3.1 Diagram Jumlah Izin Terbit
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Berdasarkan diagram di atas jumlah izin terbit di tahun 2023
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Artinya, dari tahun ke
tahun animo pelaku usaha dalam mengurus izin semakin bertambah.
Peningkatan jumlah izin terbit tersebut juga bisa disebabkan oleh
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha
tentang pentingnya mengurus izin untuk kegiatan usaha atau pun untuk
keperluan izin lainnya.

Jumlah izin dan nonperizinan yang diterbitkan tersebut, tentunya
bukanlah menjadi satu-satunya indikator keberhasilan di dalam
mendorong tumbuhnya investasi daerah. Untuk itu, perlu upaya secara
sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan. Banyak unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan, mulai dari aspek manusianya, sarana dan prasarana sampai
pemanfaatan teknologi informatika. Unsur inilah yang harus menjadi
perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan jika ingin
meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong minat investor untuk

berinvestasi.
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Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya

kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa pelaku usaha yang belum memahami perubahan
sistem OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga mempengaruhi proses
pelaporan LKPM Online.

2. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah melaporkan nilai realisasi
investasi pada LKPM Online, namun pelaporan tersebut belum
disetujui oleh BKPM sehingga nilai realisasi tersebut tidak dapat
dihitung.

3. Kurang tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan LKPM Online
sesuai periode pelaporan.

4. Adanya perubahan regulasi dalam hal kewajiban pelaku usaha
melaporkan LKPM Online yang saat ini dimulai pada skala usaha
kecil dengan nilai investasi dimulai pada 1 Miliar keatas. Sedangkan
pada regulasi sebelumnya, skala usaha kecil dimulai dari nilai
investasi sebesar 50 juta dan sudah diwajibkan untuk melaporkan
LKPM Online.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini
tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang
perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi
untuk tahun anggaran berikutnya.

2. Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan
sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

3. Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati)
mengenai pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal.

4. Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan

Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah.
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5. Melaksanakan upaya evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

6. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota.

7. Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi
berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang
tersedia tanpa melanggar ketetapan penggunaan yang berlaku.

8. Memperbaiki intensitas koordinasi antara pemangku kebijakan
Penanaman Modal dengan Pelaku usaha, melakukan pendampingan
pelaporan LKPM secara lebih riil sesuai dengan kegiatan
perusahaan.

9. Mengirimkan surat pemberitahuan pada pelaku usaha setiap periode
pelaporan agar lebih tepat waktu dalam penyampaian pelaporan
LKPM.

Sasaran: Meningkatnya pelayanan perizinan target Kkinerja
sebesar 84 dan realisasi kinerja sebesar 95,28 dengan capaian
kinerja sebesar 113,96 % atau sangat tinggi.

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu)

indikator, dengan uraian sebagai berikut:

» Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan

perizinan dan nonperizinan

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan

target indikator kinerja 2 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat % 84 95,28 113,96
(IKM) atas layanan perizinan dan
nonperizinan

Sumber: Data diolah
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Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan
tahun lalu dan beberapat tahun terakhir selama masa periode Renstra

maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Kinerja

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023

Indeks 89,91 | 92,02 | 90,01 | 90,78 84 19990 |9686 | 93,76 | 91,70 | 113,96

Kepuasan
Masyarakat
(IKM) atas
layanan
perizinan
dan
nonperizinan

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023
dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Target Kinerja Renstra Realisasi Kinerja sd Tahun 2022
Kinerja

2023 2024 | 2025 | 2026 | 2023 2024 | 2025 2026
Indeks 84 85 86 87 95,28 - - -
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) atas
layanan

perizinan
dan

nonperizinan
Sumber: Data diolah
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Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat “Tercapai”.

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2023 yaitu semester | dan semester II,
kondisi permasalahan atau kekurangan dari unsur pelayanan terdiri dari
waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat
karena masih bergantung dengan dinas teknis terkait dan persyaratan
pelayanan masih dianggap sulit dan belum terbuka. Namun secara
keseluruhan nilai layanan dan per unsur layanan masih dalam mutu
pelayanan A. Secara umum kualitas layanan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
dipersepsikan baik oleh masayarakat. Meskipun unsur-unsur pelayanan
baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dan unsur yang

kurang baik perlu perbaikan lagi.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penunjang sarana dan prasarana seperti tersedianya
ruang bermain anak, ruang pengaduan, smooking room dan
disediakan komputer bagi masyarakat yang akan melakukan layanan
mandiri di ruang pelayanan, karena tanpa disadari atau tidak
peningkatan penunjang sarana dan prasarana mempercepat
sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Melayani secara profesional dan sepenuh hati serta memberikan
pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan selalu menerapkan
moto 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

3. Responsif terhadap setiap permasalahan dengan menyediakan
fasilitas pengaduan berupa kotak saran/ pengaduan, nomor telepon
yang yang bisa dihubungi, email dan terhubung dengan aplikasi
SP4N LAPOR serta ruang pengaduan yang disediakan untuk

menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.
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Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1.

Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan penanaman modal

dan PTSP secara online.

. Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan

secara bertahap dan berkelanjutan.

Mengupayakan penyenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai
representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam
pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi).
Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan
melalui Implementasi Standar Mutu.

Perbaikan berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur
pelayanan publik (Sistem Perizinan Online Daerah, lokasi dan tempat
layanan serta media publikasi).

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, aparat Desa/Kelurahan
dan Kecamatan maupun pelaku usaha terkait permohonan perizinan
berusaha maupun perizinan non berusaha yang pengajuan

permohonan perizinannya melalui aplikasi.

. Melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan terkait dan standar

pelayanan (SP) Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM JF
Penata Perizinan baik dengan mengikutsertakan pada kegiatan
Bimtek serta kegiatan diluar kedinasan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

adalah sebagai berikut:

1.

Memudahkan, mempercepat masyarakat pada umumnya dan pelaku
usaha khususnya agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan
proses perizinan secara online. Melakukan pendampingan pelaporan

LKPM secara lebih riil sesuai sesuai dengan kegiatan perusahaan.

. Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE ) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,
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akuntabel, berkualitas dan terpercaya sehingga tingkat kepuasan
masyarakat meningkat.

3. Penyelenggaraan in-house training dan bimbingan teknis peningkatan
kapasitas SDM secara konsisten.

4. Adanya petugas yang mendampingi masyarakat/pelaku usaha dalam
mengurus perizinan melalui OSS,SIMBG dan Si Cantik karena tidak
semua masyarakat/pelaku usaha mengerti tentang perizinan secara
online.

5. Adanya Layanan secara daring melalui Hallo PTSP yang dilakukan
melalui layanan whatsapp di nomor 081352037700 (layanan di jam
kerja) untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi, konsultasi dan perbantuan perizinan
berusaha, perizinan dan non perizinan.

6. Membuka Gerai layanan OSS RBA pada kegiatan-kegiatan
DPMPTSP pada saat Kobar Exspo 2023 di Pangkalan Bun Park.

7. Membuka Layanan OSS RBA dan perizinan diluar OSS RBA di 6
Kecamatan (Kecamatan arut Selatan, Kecamatan Pangkalan Banteng,
Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan
Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama) tahun 2023.

8. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis PTSP terkait Perizinan
dan nonperizinan.

9. Mendampingi Tim Teknis PTSP dari Dinas Teknis untuk survey

lapangan terkait permohonan perizinan dan nonperizinan.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat di sandingkan

dengan target/standar nasional adalah:
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Tabel: 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator | Realisasi Renstra | Capaian | Realisasi | Capaian Realisasi Capaian Kinerja
Kinerja Kinerja | Provinsi | Kinerja | Kementerian Kementerian
Provinsi | Investasi/Badan | Investasi/Badan

Koordinasi Koordinasi
Penanaman Penanaman
Modal (BKPM) | Modal (BKPM)

Realisasi | 3.730.442.195.540 | 55,68 % | 19,10 | 118,7 % | 1.418,9 triliun 101,3 %

Investasi triliun rupiah

PMA dan rupiah

PMDN

(Rp. Juta)

Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap

capaian realisasi investasi Provinsi sebesar 19,37 %. Kontribusi realisasi

investasi

investasi secara nasional sebesar 0,26 %.

Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap capaian

realisasi

Perbandingan realisasi kinerja disandingkan dengan Kabupaten

sekitar. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan daerah sekitar

Kotawaringin Barat.

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi dengan capaian Kabupaten sekitar

Uraian Kotawaringin Barat | Kotawaringin Timur Gunung Mas Seruyan
Realisasi 3,730 triliun rupiah 5,757 triliun rupiah | 1,17 triliun rupiah | 900,648 miliar rupiah
Investasi

Secara umum bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Kalimantan

Tengah maka realisasi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,73

triliun rupiah lebih tinggi dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Seruyan,

namun masih di bawah Kabupaten Kotawaringin Timur.
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3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan
dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian
keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari
perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan

rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

. 3 ((PAKi x CKi) — RAKIi)
\ E = - - — » 10094
2 (PAKi x CKi)

-

| =

Keterangan:

E . Efisiensi

PAKIi : Pagu anggaran keluaran i
RAKI : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran |

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja
keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.11 Efisiensi Anggaran 2023

Target Kinerja Anggaran L
, 5 o 5 Efisiensi
Sasaran Indikator Target | Realisasi % Target | Realisasi %o o/
g Capaian | (Rp) (Rp) | Capaian °
Meningkatnya Indeks Kepuasan 94 95,28 113,96% Rp. Rp. 96,80 3,2
Masyarakat (IKM) 130.481 | 126.311.862
pe'?Ya”a” atas layanan 300
perizinan perizinan dan
nonperizinan
Total Efisiensi Anggaran 3,2

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran tahun 2023 diatas dapat
diketahui:
Realisasi anggaran yang digunakan untuk untuk mencapai sasaran 2
sebesar Rp. 126.311.862,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.
130.481.300,00 atau 96,80%, maka terjadi efisiensi penggunaaan sumber
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dana dalam mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.169.438,00 atau 3,2
%.

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena mengurangi
pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses
pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan,
persamaan anggaran yang diusulkan dan yang disetujui, partisipasi
penyusun anggaran, penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil
yang maksimal serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap
penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Selain dari sisi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral.
Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan
salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut :

Tabel: 3.12 Kegiatan Lintas Sektoral

Kegiatan Lintas Kontribusi Pihak Lain
Al Sektoral Pihak Kontribusi 2l mat
1| Penyelenggaraan Dikbud, PUPR, | Fasilitasi Perizinan | Dokumen Mendukung
Perizinan Berusaha, Dinas Perkim, Berusaha, perizinan pencapaian
Perizinan dan Non Dinas Perizinan dan Non | Berusaha, target kinerja
Perizinan Perhubungan, Perizinan Perizinan dan | Rata-rata survey
Dinas Sosial, Nonperizinan | kepuasan
Dinas masyarakat
Peternakan dan terhadap
kesehatan kualitas
hewan, pelayanan
Kesbangpol Perizinan dan
Non perizinan

Sumber: Data diolah

3.5. Inovasi dan Penghargaan yang Diraih

Terkait Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Sosialisasi
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Inovasi yang telah dilakukan Dinas Penanaman Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya melaksanakan
sosialisasi ke setiap kecamatan di Kotawaringin Barat terkait
perizinan melalui aplikasi Online Single Submition (OSS) dan
Sicantik Cloud yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan kepada seluruh aparatur di kecamatan serta
masyarakat sehingga kepatuhan pengurusan dan administrasi

perizinan semakin baik kedepannya.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengadakan mesin antrian
guna meningkatkan pelayanan terbaik demi kenyamanan
pengunjung/ masyarakat yang mengurus perizinan di kantor. Selain
dari pengadaan mesin antrian Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membangun smooking room
demi kenyamanan pelayanan perizinan dan merupakan perwujudan
dari excellent service. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana
untuk penyandang disabilitas seperti tempat dan jalan parkir, kursi

roda serta mendahulukan pelayanan bagi mereka.

3. Layanan Hallo PTSP
Layanan Hallo PTSP vyaitu informasi digital menggunakan
aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan
informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Gambar 3.1 Layanan Hallo PTSP
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

4. LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS)

Laper BOSS merupakan layanan perizinan berbasis OSS
untuk pelaku UMKM dengan output NIB (Nomor Induk Berusaha)
yang dilakukan secara on site/ langsung. Layanan ini tersedia di
event-event besar seperti Kobar Expo, Temu Usaha, kunjungan

ke Kecamatan, dan lain-lain.

Gambar 3.2 LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS)
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5. One Day Service

Membuat inovasi one day service (perizinan 1 hari) bagi
izin-izin yang tidak memerlukan peninjauan lokasi bisa diterbitkan
secara langsung tanpa verifikasi dinas teknis. One Day Service
mempercepat proses pelayanan perizinan khususnya untuk izin
pengumpulan uang dan barang, surat keterangan penelitian, NIB
(Nomor Induk Besar/ 1zin Usaha), Perizinan Tenaga Kesehatan di
Fasilitas Kesehatan.

6. Inovasi Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPTSP
Peta potensi investasi melalui web DPMPTSP sebagai
sarana untuk mengumpulkan dan mengolah data potensi seluruh
Kabupaten/ Kota se-Kotawaringin Barat dan sebagai media
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informasi resmi terkait potensi dan peluang investasi juga
memberikan kemudahan kepada para investor memperoleh
informasi potensi dan peluang investasi serta memberikan
visualisasi ketersediaan data potensi dan peluang investasi secara
nasional.

Gambar 3.3 Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPTSP
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7. Penghargaan dari Ombudsman RI

Piagam penghargaan dari Ombudsman RI dilakukan sebagai
bentuk apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang berhasil memenuhi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik
dan mendapatkan zona kepatuhan tinggi (zona hijau) dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat telah menunjukkan komitmen tinggi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 3.4 Gambar penghargaan dari Ombudsman
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3.6. Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.
6.647.198.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran
Perubahan (DPPA) menjadi Rp. 6.759.020.000 Penyerapan
anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.412.698.796

DPPA Dinas

sebesar

atau sebesar 94,88%. Data anggaran dan realisasi

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel: 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Ca;‘)jzlan
1 | Belanja Operasional
- Belanja Pegawai 4.571.628.195 4.402.152.323 | 96,29
- Belanja Barang/Jasa 1.894.011.128 1.720.722.817 | 90,85
2 | Belanja Modal
- Belanja Peralatan & Mesin 94.505.677 93.931.250 | 99,39
- Belanja Gedung & 198.875.000 195.892.406 | 98,50
Bangunan
TOTAL 6.759.020.000 6.412.698.796 | 94,88
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel: 3.14 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi (Rp) | Capaian (%)
(Rp)
rrogram Penunjang Urusan Pemerintaf 5.746.733.367 | 5520026473 | 96,21
Perencanaan, Penganggaran dan 03775608 |  87.564.132 | 93,38
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 44329 608 39 316.820 88,71
Perangkat Daerah
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi (Rp) | Capaian (%)
(Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 2.497.250 1.297.250 51.95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 2.505.500 2.505.500 100
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 2 497 250 9 497 250 100
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 1.752.500 1.750.500 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 37.698.900 37.693.212 99,98
Kinerja SKP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.501.600 2.501.600 100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.622.566.429 | 4.452.152.323 96,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.571.628.195 | 4.402.152.323 96,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.865.000 8.865.000 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.574.984 40.401.625 99,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 1.498.250 1.498.250 100
Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat 67.836.000 54517 560 80,37
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 19.800.000 19.800.000 100
Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi 48.036.000 34.717 560 72,27
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.005.019 308.119.330 95,69
P_enyedlaan Komponen Instalasi 7 029.596 7 029.472 100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 58.188.421 |  58.187.901 100
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.167.406 7.167.333 100
Penyediaan Barang Cetakan dan 95 050.000 25050000 100
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 223.669.596 209.784.624 93,79
Pengadaan Barang Milik Daerah 04505677 | 233258500 | 9876
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Ee.”gadaa” Peralatan dan Mesin 04505677 |  93.931.250 | 99,39
ainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 268.686.883 | 259.711.847 | 96,66
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 - -
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

92.578.883

88..993.890

96,13

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

175.758.000

170.717.957

92,30

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

277.357.751

272.265.156

97,13

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

44.072.751

41.962.750

95,21

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

34.410.000

34.410.000

100

Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

198.875.00

195.892.406

98,50

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

156.834.012

127.231.052

81,12

Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

129.334.012

99.736.052

77,12

Penetapan Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

129.334.012

99.736.052

77,12

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/ Kota

27.500.000

27.495.000

99,69

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/Kota

27.500.000

27.495.000

99,64

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
MODAL

229.931.321

213.928.390

99,98

Penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

229.931.321

213.928.390

93,04

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

229.931.321

213.928.390

93,04

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

130.481.300

126.311.862

96,80

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

130.481.300

126.311.862

96,80

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

52.620.800

51.693.112

98,24

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

69.471.000

66.229.700

95,33
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan

8.389.500

8.389.050

99,99

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

450.500.000

371.774.707

82,52

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

50.500.000

371.774.707

82,52

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal

372.955.000

299.713.707

80,36

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

77.545.000

72.061.000

92,93

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

44.540.000

44.426.312

99,74

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

44.540.000

44.426.312

99,74

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

44.540.000

44.426.312

99,74

TOTAL

6.759.020.000

6.412.698.796

94,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu

Pintu 2023

Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja keuangan menunjukkan

bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar

94,88% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.
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BAB IV
PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023
berdasarkan target Renstra sebesar 84,82% dengan peringkat kinerja
tinggi. Sedangkan berdasarkan target sebaran nasional untuk Kabupaten
Kotawaringin Barat sebesar 117,34 % dengan peringkat kinerja sangat
tinggi.

Capaian kinerja keuangan 94,88% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
6.412.698.796 sehingga masuk dalam peringkat kinerja sangat tinggi.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam

rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur perijinan selalu mengacu pada kaidah waktu dan kaidah teknis

© N o 0

prosedur perijinan sangat linear sehingga memerlukan waktu sangat
panjang dan prosesnya cukup rumit;

Biaya tarif retribusi (PBG) masih dianggap cukup mahal;

Masih kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana
guna menunjang peningkatan pelayanan publik sesuai standard dari
Kemenpan RB;

Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus
terhadap kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya ahli
komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.
Rendahnya minat investor PMA dan PMDN.

Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi.

Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi PMA dan PMDN.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi terhadap
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9.

pelayanan perijinan secara online.

Investasi masih tergantung ketersedian Sumber Daya Alam (SDA).

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang

maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.

10.

Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pada Perusahaan baik
PMA maupun PMDN;

Meningkatkan disiplin, etos kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM).

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan memaksimalkan segala
sumber daya yang ada,;

Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan peraturan Perundang -
undangan;

Meningkatkan promosi dan minat investor guna mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui investasi yang signifikan;

Memberikan kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan
membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sesuai
standar;

Menyelenggarakan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik,
kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses kelengkapan sarana
dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;

Melibatkan seluruh aparatur untuk berperan serta dalam rangka penerapan
prinsip-prinsip Good Governance,

Melaksanakan  pengembangan aplikasi secara bertahap guna
meningkatkan informasi promosi dan sistem informasi pelayanan;
Mengirimkan/ mengikutsertakan secara bertahap Pejabat dan staf Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

meningkatkan kompetensi kinerja pegawai dan menambah jumlah

personel/pegawai guna peningkatan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Pangkalan Bun, 29 Februari 2023

NIP. 19650105 199403 1010
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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PEMERINTAH KABIIPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI SATY PINTL
N. Sutan Syshnr Mo, 2 B Telp. (0532) 28064 Fax_ (0532) 23057
PANCORKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH
Webuite : simdpmptsp. kotawaringmbaratkab. go.id Emml © dpmptsphobar@gmail .com
_— e

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 973/#4 {SK/DPMPTSP.A
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
RABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
RABUFATEN KOTAWARINGIN BARAT
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penvelenggaraan manajemen pemeriniahan pembangunan vang
berdaya guna dan berhasil guna sera bebas dan KRN (Kompsi, Kolusi dan
Nepotisme) diperlukan sisitem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah vang baik:
buhwa Bencana Stslegis (RENSTRA) merupakan istrumen perlanggung jawaban
b.  dan sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah;
¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana tersebut pada huruf a dan b di atas
disusun Indikator Kineria Utama (TKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Ferpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Baral.

—
s

Mengingat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

L. Peraturan Pemerintah Nomor § Tabun 2008 tentang Tabapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

J. Peraturan Mentenn Negara Pendayagunaan Aparatwr  Negara Nomor
PERNA/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama
dilingkungun Instuns: Permerintabh;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53
Fabun 2014 tentang Petunjuk Tekmis Peranpan Kinena, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

T
v

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor B6 whun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Teniang Kencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Carg  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:




Menctapkan

Pertama

K.edua

10,

R

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kedefikasi, dan oomenklatur Perencanaan pembampunan dan Keaangan
daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil
verifikasd, walidusi dun invenbansasd Pemoiskhivan  &lasilikes,  Kideikasi  dan
nomenklaur Perencanaan pembangunan dan kevangan dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaningin Barat Nomor 10 Tahun 2006 fentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2006-2025;

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 lahun 2022 teniang Kewenangan
Penyveienpgarnan Peiayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
Persluran Bupali Kolawaringin Baral Nomor 9 Tahun 2022 Teolung Rencana
Pembangunan Dacreh (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026:
Peraturan Bupali Kotawaringin Baral Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penclapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-
2026

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87 tahun 2022 tentang
Reoduwdukan, Susunan Organisssi, Tugas dan Fungst Serta Tals Kena Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin
Barat.

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 - 2026 Dinas Penansman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satm Pintu Kabupaten Kotawaringin Baral, sebagaimana vang telah
tcrcantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan peraturan ini,

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ada perubahan dan
atau perbaikan scbagaimana mestinva apabila dikemudian hari termvata ada
kekeliruan di dulumnya.

Ditetapkan i . Pangkalan Bun
Pada tangpal ¢+ 2 Juni 2023

KEPALA DINAS PENAAMAN MODAL DAN ISP
KABUPATEN KOFAWARINGIN BARAT

NP, 19650005 199403 1 010
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
JI. Sutan Syahrir No. 2 B Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057
angkolon Bun Kalimanian Tengsh 112
Wehsite : simdpmptsp. kotawaringinbaratkab.go.id Email - dpmptspkobari@gmail.com

IMSTHUES KEFALA DIMNAY PEMARNAMAN MONIAL AN PSP
KAHUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MWomor = 050/ % -'DPMPTSP.A

TENTANG

Persiapan Penyusunan LKPJ, LPPD dan LKjIP Tahun 2023
Dinas Ponanaman Modal das Pelayanan Terpadu Satu PMintu
Rabupaien Kotawaringin Daral

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan penvusunan LKPJ, LPPD dan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Mintu Kabupaten Kotawaringin Barst Tahun 2023, dongan ini diiastruksikan kopads masing — masing

Bidang untuk :

PERTAMA : - Masing - masing Bidang’ Kasubag/ Kasi yang melaksanakan kegiatan agar membuat
laporan poloksunaan kegiotan, dengan melampickan dats dukung capaian kogiotan dan
penjelasan terkail hambatan! pormasalahan tidak tercapainya realisasi keuangan dibawah
95% dan realisasi fisik dibawah | (0% serta uraian strategi sehingga Program, Kegiatan dan
sub kegistan yong dilakssnokan dapat tercapal’ melampaut tanget vang telsh ditentukan;
Masing-masing Pejabal Esclon membust rencana aks, progres rencana aksi dengan
melampirkan data dukung atas capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah
ditetapkan dan sebagzi hahan lampiran entek pesiisian Sakip Tahun 2023,

Agar seluruh Staff Pelzksans untuk membuat Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023,

KEDUA :  Tambahan untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian disiapkan data Realisasi Investasi
PMA dan PMDN (Rp. Juia) baik roalisasi per bulan maupun per Iriwulan dan juga rincian
rcalisasi Indikator scsuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2007 halaman 228.

KETIGA :  Tambahan untuk Bidang PTSP menyiapkan :
{. LData Mermohonan Perizinan dan MNon Merizinan
2. Data Perizinan dan WNon Perizinan vang tolah ditorbitkan sclama tahun 2023 beserta
Jumlah Investasinya
3. Data Perizman don Mon Perizinan yang ditclek
Data Perizinan dan Mon Perizinan yang dicabut
Data sarvey IKM yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 dan upaya yang sudah
dilskukan dalam menmykaikon Kepuncon Konsumen.
Jumlah pemgaduan yang telah ditangani
Penghargaan vang telah diterima oleh DPMPTSP dari Kementrian/ Lembaga

g il

~ o

KEEMPAT : Demi kelancasan penyusunan LKPJ, LPPD dan LKjIP tahun 2023 agar laporan secara termulis
disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin
Barat Cq. Perencansan dan Pengendalisn Program paling lambat tangea! 30 Desemnber 2003,

Agar dilaksanakan dengan sebaik ~ baiknva dan dengan penuh tanggung jawab.

Panghkalan Dung 29 Desember 2023

KEFALA DINAS

Ir. KA
Pembi
MIE. 194

AL DIN, M.5i

105 19943 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. KAMALUDIN, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, ML.Si

Jabatan : PJ. Bupati Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si

NIP. 19650105 199403 1 010



NAMA

NIP

PANGKAT/ GOL

PERJANJIAN KINERJA PEGAWALI

Ir. KAMALUDIN, M.Si

19650105 199403 1 010

Pembina Utama Muda /IV/e

JABATAN Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN 2024
TARGET OUTPUT/OUTCOME
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN
1 2 3 4 JML
I 2 3 4 5 6
| |Meningkatnya nilai | Realisasi penanaman Trilyun 1.7 1,7 1,7 1,7 6.8
investasi PMDN dan | modal (Jumlah realisasi
PMA nilai investasi PMDN dan
PMA)
7 | Meningkatnya Indeks Kepuasan 0% 85 85
pelayanan perizinan | Masyarakat (IKM) atas
Layanan Perizinan dan
Nonperizinan
. JUMLAH -
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KET
1 | Program penunjang urusan pemerintzhandaerah kabupaten/kota 9.414.774.050 APBD
2 | Program pengembangan iklim penanamanmodal 1566.833.700 APBD
3 | Program promosi penanaman modal 235.119.750 APBD
4 | Program pelayanan penanaman modal 133.731.000 APBD
5 | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 585.257.000 APBD
6 |Program pengelolaan data dan sisteminformasi penanaman modal 44 .508.900 APBD
Pihak Kedua. - - Piha

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si

NIP. 19650105 199403 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HEPPY SEPTIANA

Jabatan . Sckretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. KAMALUDIN, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |erpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Kotawaringin Baral.  Januari 2024

Pihak Pertama.
HKAMA \TUDIN, M.Si Ir. HEPPY SEPTIANA
: nal Llama Muda Pembina Tk, |
NH’ 1 ‘51'11{}5 199403 1 010 NIP. 196709201993032010



PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA « Ir. HEPPY SEPTIANA
NIP * 196709201993032010
PANGKAT/GOL Pembina Tk. [ /IV/b
JABATAN Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD ¢ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2024
TARGET OUTPUT/
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN OUTCOME
1 12| 3 |[4] JML
! 2 3 < h] 6
1 | Meningkatnya Persentase pemenuhan % 25 125 25 |25] 1w
Pelayanan Administrasi | pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran
2 | Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan % 25 |25) 25 |25 100
Peningkatan Sarana dan | Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
3 | Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan % 25 125 25 |25 100
Peningkatan Kapasitas | Peningkatan Kapasitas Sumber
Sumber Daya Aparatur | Daya Aparatur
4 | Ketepatan penyampaian | Persentase Pemenuhan Layanan % 25 (251 25 |25( 100
laporan capaian kinerja | Peningkatan Pengembangan
dan keuangan SKPD Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NO PROGRAM/ KEGIATAN ' - tﬁhm\u ARAN (Rp.) KET
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAMAR [ 0414774050 | APBD
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 63.025.39 APBD
Perangkat Daerah
2 | Administrasi Keuangan Perangkal Daerah 5.060.551.528 APBD
3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkal Dearah 1.696.150, APBD
4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.164.000 APBD
5 | Administrasi Umum Perungkal Daerah 344.759.251 APBD
6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 324.332.232 APBD
Pemerintah Daerah
7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 405.932.016 APBD
8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.081.313.475 APBD
Pemerintahan Daerah
9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 934.705.160 APBD
Lainnya - Gedung DPMPTSP
Kotawaringin Barat,  Januari 2024

Ir. HEPPY SEPTIANA

Pembina Tk. |
NIP. 196709201993032010




PENRJANJAN KINERIA TTANUN 2024

Pratam vk mew sk o manajomen pemerintily yang elebtif, anparan i ak bl | st
berovientist pada bastl, Ko oo Bbertunida tagan df bawah 4ol -

N CRUPTTRE BANDAYANIE, SAP, M5
Jakatan s Repalia Pidimg Perencamman Pengembrngan Bebim Penmanman Siadil

1¥nas Penanarman Miodal dan Pelayanan Terpada Sata P
Selanjutmya dischut pihak pertania
o e, KAMALUDEN, M,SI
Jabatan : Kepaln Dinas Penonaman Modal dan Velayaman Terpadi Satu Pint
Sclaku atasan pihak pertame, sclanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjunjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, Keberhasilan dan kegagalsn pencapaiaan target kinerja terscbut menjodi tanpguny jawah
kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan scria akan melakukan evaluasi terhadap
capaisan kincrja dasi perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan don sanksi.

Kotawnringin Barat, Januari 2024
Pihak Pertama

SUPITRI ILANDAYANIE, SAP, MSi
i Pembina
NIP. 19650105 199403 1 010 NIP, 197111221996032004

Dipindai dengan CamScanner



PERJANHAN KINERJA PEGAWAL

NAMA S SUUITREDIANDAYANIL, SAT, M
NI TR 00

PANGEAT/GOL ¢ Pembina AV
: Kepala Widang Pevencanaan Pengembangn Ihlim Penarmon Modal

JABATAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintg
SkI'D + Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN 1 2024
'NO SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN TARGET OUTPUT/
I"ROGRAM OUTCOMIL
20 3 ] 4 T
! 2 J o 5 '
Yo 25 |35 |25 125 | o

1 | Terwujudnya Program | Jumlah Dokumen Rancangan
Bidang Pengembangan | Produk iukum dan Laporan

Iklim Penanaman Pemetaan Potensi Investasi
Maodal
1 PROGCRAM/KEGIATAN ANGGARAN {Rp.) KET
1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 156,833,700 APBD
MODAL
116.833.800 APBD

1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasiliws/Insentifl di Bidang
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 39.999.900 APBD

=2

Kotownringin Borol,  Jonuari 2024
Pihak Pertamia

Ir. KAMALUDIN, M.5i SUPITRI HANDAYANIE, SAT, M.Si
; Pembing

Pembinaan (ftama Muda
NIP, 19650105 199403 1 010 NIP. 197111221996032004

Dipindai dengan CamScanner



PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - FITRIANI YULIANTI, ST., MT

Jabatan Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama I KAMALUDIN,M.Si

Jabatan - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Januari 2024
Pihak Pe

Ir. | N,M.Si
Pembina Utama Muda (IVi/c) Penata Tingkat | (1ll/d)
NIP. 19650105 199403 1 010 NIP. 19820724 200903 2 009
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama : ROSITA WATI, SP., MH.
Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. KAMALUDIN, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku atasan
pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Januari 2024

Pihak Pertama,

Ir. KAM DIN, M.Si. ROSITAW.
PembinaI{Jtama Muda Ejlbina
NIP. 19650105 199403 1 010 NIP. 19710724 199903 2 001



PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : ROSITA WATI, SP., MH.
NIP : 19710724 199903 2 001
PANGKAT /GOL : PEMBINA/IV a
JABATAN : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL
SKPD . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN : 2024
TARGET OUTPUT / OUTCOME
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA EATUM 1 I 2 ] 3 | 2 | JUMLAH
1 2 3 4 5 6
1 [Terlaksananya Persentase promosi
promasi pen:naman penanarnan F:T’U'da' yang % LU O U R 92

modal tingkat daerah [dllaksanakan
dan tingkat nasional

2 [Terlaksananya ersentase data yang
pengelolaan data erintegrasi pada sistem % 20 | 25 | 25 | 25 g5
yang terintegrasi Informasi Penanaman

odal yang dikelola

No. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN
1 2 3 4
| |PROGRAM PROMOSiI PENANAMAN MODAL APBD

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

3 vang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 235:1139.330 G

m ROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM APBD
" INFORMAS] PENANAMAN MODAL

1. |Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah 44.508.900 APBD

abupaten/Kota

‘:egiatan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan

Kotawaringin Barat, Januari 2024

Pembiné Utama Muda v Peﬁlbina
NIP. 19650105 199403 1 010 NIP. 18710724 199903 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . ROSITA WATI, SP., MH.
Jabatan . Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Ir., KAMALUDIN, M.Si.
Jabatan . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2024

OSITA WATI, SP., MH.
NIP. 19/1[)?24 199603 2 001




PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : ROSITA WATI, SP., MH.
NIP 19710724 199903 2 001
PANGKAT/GOL :Pembina/lV.a
JABATAN . Pit. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
SKPD . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN 2024
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA EJILTI..'MI;MIr LB Xk F S
1 [ 2 [ 3 [ 4 [
7 2 3 o4 5 ]
]
1 |Meningkatnya Peningkatan perusahaan
Pengawasan dan yang melaporkan LKPM
pengendalian tepat waktu dan % 768 7% | 76 78 76
penanaman modal melengkapi legalitas
usahanya
No. SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.) ~ KETERANGAN
1 [Pengendalian Felaksanaan Penanaman 585.257.000 APBN
odal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
I

Pangkalan Bun, Januari 2024

NIP. 19850105 199403 1 010 NIP. 197/0724 199903 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam raneka mewujudkan manajemen pemerintah yang efekif, tranparan dan alnntabel serta berorientast
pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ani

Mama cir. KAMALUDIN, M.Si

Tahatai - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saw Pinu
Selanjutnva discbut pihak pertama

Namu : Dr. Drs. H BUDE SANTOSA, ML.Si

Jabatan - PI. Pupati Kotawaringm Barat

Selaku atasan pihak portama, selanjutnva disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian mi. dalam
rangha mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dulam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaiaan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihuk keduy akan melaksanakan supervisi yvang diperlukan serte akan melukukan evalussi terhadap cupuizan
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yvang diperlukan dalam rangha pemberian penghargaan dan
sankst.

2 WL, i . NWewveinber 2023

Pihak Kedua

e Drs. H BUDT SANTOSA, M.SI
Pembinaan 1ltama Muoda
MU Jee50005 T9a4nd | Hla



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAL

NAMA

NIP

PANGEKAT/ GOL

Ir. KAMALLIDIN, M.Si
19630105 199403 | 010D
Pembina Lianma Muda /IV/e

JABATAN Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu
TAHUN 2023
! ! ! . TARGET OUTPUT/OUTCOME
CNO | SASARAN '1,‘:3‘;,:‘;‘:;?‘“ SATUAN | _ -
| S ‘ | L [ 2 [ 3 7 4 [ JmMeL
/] 2 3 4 . 5 6|
1| Meningkatnya nilai | Realisas: :u | .
investasi PMA dan | Penanaman _
FMDR Madal Quatlah. || ey | [agsr | ugsa| e | e
realisasi nilai ! .
tnvestusi PMDN !
. _ dan PMA) ;‘ ,
2 | Meningkatmya ndeks Kepuasan i !
pelayanan Masyarakat I‘ : |
| perizinan Eﬂl';l:‘lnlaitas W .i ea | &4
| Perizinan dan I Il |
[ _ Nonperizinan | |
JUMLAH
| No PROGRAM ANGGARAN KET
l {Rp.) ]
| 1. | Program penunjang urusan pemeriniah daerah kabupaten/hota 3.746.733.367 APBD |
2| Program pengembangan iklim penanaman modal 156.834.012 APBD |
| 3. | Program promosi penanaman modal | 220931321 | APBD
| 4. | Program pelayanan penanaman modal | 130481300 | APBD |
5. | Program pengendalian pelaksanaan penanman modal ': 450,500,000 APBD
0. Fmg,mm pengelola data dan sistem informasi penanaman mudﬂ] . 'i«m l'.lﬂﬁ AI'BD
— :'::_:b"“
;”’3 ‘Ko Wl November 2023
Pihak Kedua 7 Pihak |

Dr. Drs. H BUDI SANTOSA, M.Si

Pembinahn Utama Muda
NIP, 19650105 199403 1 10




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dl ranghi mewojudkan munajemen pemeriniah yang efekiif, iranparun dan skuntube] seria beronentasi
pada hasil. kami vang berianda tangan di bawah ini ¢

M e HEPPY SEPTIANA
Tabaran s Sekreraris [inas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu San Pinto

Selanjutnya disebut pihak pertama
Miriia e KAMALUDIN, MSi
Jahaian  kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sati Piniu

Befaku atasan prhak pernama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak perama berjanii akon mewojudken arpel kinerga yane seharsoyy sesust lampiran perjanjian in,
dalam rangks mencapai tarpet kinena jangka menengah seperti vang telsh ditctapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagatan pencapaiaan terget Kinedu tersebul menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedus akan melaksanaban supervist vanye dipeelukan serta akon metakukan evaluasi erhadap capraiaan
kinerja dart perjanjian int dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
chah sanksi,

Rotawarinein Baral,  November 2023

PFPY'SEPTIANA
Pem¥ina TK. |
NI 19670920 199303 2.010




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir. HEPPY SEPTIANA
NIP : 19670920 199303 2 010
PANGKAT/GOL  : Pembina TK. | /TV/b
JABATAN : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD :  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2023
TARGET OUTPUT/
NO | SASARAN PROGRAM ml?f:*l?ﬂzgk SATUAN OUTCOME
- 1] 2]3]4][JML
I 2 (. 3 4 3 1l 6
1 Terwujudnva Program Persentase capaian %o 25 125 | 25 |25| 100
Penunjang Urusan Penunjang Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten/ Kota [ r
1 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) | KET
I [ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 5.746.733.367 APBD
| DAERAH KABUPATEN/KOTA o
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 70.632.000 APBD
Perangkat Daerah
2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.520.815.413 _APBD |
3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.316.000 APBD
4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.219.127 APBD
5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 94.505.677 APBD
Pemerintah Daerah
6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 307.156.378 APBD
7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 277.397.751 APBD
Pemerintahan Daerah
T
& s Kotawaringin Baral, November 2023
ALUDIN, M.Si .
Utama Muda Pembina Tk. |

NIP. 19650105 199403 1 010 NIP. 19670920 199303 2 010




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANI YULIANTI, ST., MT

Jabatan - Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. KAMALUDIN,M.Si

Jabatan - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperii yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Oktober 2023
Pihak Perta

: ; : FITRIANI ANTI, ST., MT
Pembina Utama Muda (IVic) Penata Tingkat | (lii/d)
NIP, 18650105 199403 1 010 NIP. 19820724 200903 2 009




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

TAHUN 2023
NAMA : Fitriani Yulianti, ST., MT
NIP . 19820724 200903 2 009
PANGKAT/GOL  : Penata Tingkat | /ill/d
JABATAN . Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2023
NO| SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN TARGET
OUTPUTI/IOUTCO
ME
Triwulan| | Triwulan lI Triwutan Il Triwulan IV | JML
1 2 3 4 5 6 7 a8 g
1 |Terlaksananya Optimalisasi Persentase % - - - g8 98
Pelayanan Perizinan dan Perizinan yang
Nonperizinan Diterbitkan
NO PROGRAM DAN KEGIATAN JML ANGGARAN (Rp.)| KET
1 |Program Pelayanan Penanaman Modal
130.481.300,00 APBD

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

na Uls
NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat,  Oktober 2023

Kabid Pela Terpadu Satu Pintu
F | NTI, ST.. MT

Penata Tingkat | (I1l/d)
NIP. 19820724 200903 2 009




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . ROSITA WATI, SP., MH.
Jabatan . Kepala Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KAMALUDIN, M.Si.
Jabatan . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pembira Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010 NIP, 19710724 199903 2 001




NAMA

NIP

SKPD
TAHUN

PANGKAT / GOL
JABATAN -

ROSITA WATI, SP., MH.
19710724 199903 2 001
PEMBINA / IV.a
KEPALA BIDANG PROMOSI,

INFORMASI PENANAMAN MODAL

PENGELOLAAN DATA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

DAN SISTEM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2023

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET OUTPUT/OUTCOME
1 | 2 | 3 | 4 |JumLAH

2

3

2] 6

Terlaksananya
promosi penanaman
modal tingkat daerah
dan tingkat nasional

Persentase promosi
penanaman modal
yang dllaksanakan

30

Teriaksananya

pengelolaan data
yang tenintegrasi

Persentase data yang
terintegrasi pada
system Informasi
penanaman modal
yang dikelola

10 15

No.

PROGRAM | KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

‘]
p

3 4

PROGRAM PROMOS|I PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

229.931.321 APBD

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

APBD

Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah

44.540.000 APBD

NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat,

Oktober 2023

NIP. 18710724 199903 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama © ROSITA WATI, SP., MH.
Jabatan . PlIt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Ir. KAMALUDIN, M.Si.
Jabatan . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2023

Pihak Pertama

SITAf ATI, SP., MH.
embina

F'embinV Utama ﬁuda
NIP. 19650105 199403 1 010 NIP. 19710724 199903 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA ROSITA WATI, SP., MH.
NIP . 19710724 193903 2 001
PANGKATIGOL : Pembina/iV.a
JABATAN Plit. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN 2023
:I N - INDIKATOR KINERJA SATUAN L 3 DU'I:F;UTIOHTCOEIE
e SARARA 1 | 2 | 3 | &4 [
1 2 3 4 5 6
1 [Meningkatnya Peningkatan perusahaan .
Pengawasan dan yang metaporkan LKPM % 71 ™| n 71 100
pengendalian penanaman | tepat wakiu |
modal
Persentase pemantauan dan
pengawsasan penanaman .
modal dan perizinan % &% |’ BB
Perseniase peserta yang N
mengikuti pembinaan
pelaksanaan penanaman % G667 33,33 100
modal
| I
| No SUB KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) Il KETERANGAN
|
1 [Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 450.500.000 APBN

Kabupaten/Kota

al yang menjadi Kewenangan Daerah

NIP. 19650105 199403 1 010

Pangkalan Bun,

embina

NIP. 18710724 199903 2 001

Oktober 2023




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN

Dialam ranghas mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, trmparan din akontahel serta
berorientasi panda hasil, kami yong bertanda tangan df bawah ini :

Nama CSUPITHI HANDAYANIE, BAP, M.SI

Jahatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan [klim Penanaman Modal
Dinas Menanaman Moda! dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnys dischut pihak peramao

Hamia : Ir, KAMALUDIN, M,SI

Jabalan : Kepaln Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pintia

Seluky atasan pihak pertama, selanjutnya dischut pihak kedua

Pihak pertama berjanji nkan mewujudkun terget kinegjs yang schanusnys mufli lampiran perjanjian ini,
dalam rangin mencapai target kinerja jangkn menengah seperti yang elah distapkan dalam lr.intumm
perencanaan. Kcberhasiian dan kegagalan pencapaiaan target kinera tersehist menjudi fnggung jawab

kami.

mmmﬂmlmmﬁmﬁwlmmmmlmm evalussi terhadap
capaiaan kinerju dari perjanjion i dan mengambit tindakan yang diperiukan dalam rangke pemberian
penghargsan dan sankst,
.

W KAg R Kolswaringin Barat, Oktober 2023
Pihak Pertama

SUPITRI HANDAYANIE, SAP, MSi
Fembina
MIP. 197111221556032004

Dipindai dengan CamScanner



PERJIANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA o SUMTRI HANDAYANI, 8AIY, M5
NiP : 197111221996032004
PANGKAT/GOL @ Pembina /IV/a
JABATAN : Kepals Bldong Perencannon Pengembangan [kllm Penanamun Misdal
Dinas Pensnnman Modnl don Peleyanan Terpadu Sutu Pinty
SKPD ¢ Dinas Pepannman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN ;2023
NO | SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET OUTPUT/
QUTCOME
112 (3]47JML
! 2 3 4 3 [
1 | Terwujudnya Progrmm Jumlah Dokumen Rancangan % 25 |25 (2 ]25] 100
Bidang Pengembangan | Produk Hulum dan Laporan 5
Tklim Penanaman Modal | Pemetsan Potensi Investasi
i PROGRAM/KEGIATAN ' ANGGARAN (Rp.) | KET
1 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 156.834.204 APBD
MODAL
T | Kegiatan Penctapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang 129334.012 APBD
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kofa 77.500.000 APBD |

Kotmwaringin Baral, Oktober 2023
Pihak Pertama

SUPITRI HANDAY ANIE, SAP, M.Si
Pembina
NP 197111221996032004

Dipindai dengan CamScanner



RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024

Usnit Kerjn : OPMPTSP KABUPATER KOTAWARINGIN BARAT
Jabatan : KARID Perencanaan dan Pengembangan Ikiim Penmanaman Modal
Rama ; SUPITRI HANDAYANIE, BAF,
Tarpet
NO Program Indikater i i il . v
1 |Pengembangan Tkiim Jumish Bancangen Produk Hukum ¥ ¥ W v
Ponnnaman Modal don dokumen pemetsan Potonsi 250 [ 25% | 25 | 25%
Investasl |
) Realisasl Capaian
Mo Adesi Indikator UL FRREe N Pelakssiman Hasil Bvaluss II' SRl Strptepn Pencapisan
- T T AT
I ] 0[] I | nm |
1 |Penetapan Keldjakan Junitah Boloaraen ¥ v L v Nilal piagu Rencana
Daerah rmengenm Eancangan Produk Kerjg : Hpi
FPembernian Hukmm DPFMPTSH V146,835 8040
Fasilitns ! Insentl lan
Femudahing Penanamsan .
Moilal
Il
2 |Penyusunan dolamen Jumilsh Doloumen Dats v ¥ | Milai pragu Fercitin

Peta Polensd Investass
kabupaten/ Katn

DOTELAL iNVERTRSE

| X 3 Ep
209,999,900,

apgkalan Bun,

Januack A004

Kahid Perencanaan dan PLEM

SUMTETHANDAYANIE. SAP, M.5i
NIP, 15711122 199607 2 004




RENCANA AKS| ESEON Ill TAHUN 2024
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RENCANA AKSI ESELON Il TAHUN 2024

‘UnitKerja  : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jabatan + KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMAS! PENANAMAN MODAL
Nama + ROSITA WATI, 5P, MH.

B o ) Persentase Promosl Penanaman Modal yang
1 Promosl Peranaman Modal aligkiangkan. : 17% 5% 5% 5%
_ : Pardantase data yang terintegrasi pada tlstem y y
2 Pengelalean Data dan Sistem Informasi Pananaman Madal Intormasl Pennasman Modsi yang diket Wk 5% -25% 5%

| 2o
2 Melaksanakan Rapal Keordinasl untuk Kelkutsertsan Pameran 2 Kall
3 Mangikuti Pameran Tingkst Daarah dan Tingkat Nasianal 2 Kall
4 |Manyusun Laporan kelkutsertaan Pameran 1 Laporan
$ ﬁdﬁul-'ﬁ'lh_ ml:.l'ﬂc:'ﬂli mefalul Website, Youtube, Media 12 Bulan




I i n
Pengelolaan Datas dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Meryusun Laporan Pengelolaan Dota Yang Terintagrasi 4 Laparan

Pangkalan Bun, Januari 2024

KEPALA BIDANG PROMOSI], PENGELOLAAN D

&

M INFORMASI PENANAMAN MODAL,




RENCANA AKSI ESELON Il TAHUN 2024

Unit Kerja : DPMPTSP KABUPATEN KOTAWARINGIN RARAT
Jabatan 1 KEFALA BI0ANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Nama ¢ ROSITA WATI, 5P, MH.
Program inafikator Yoyt
i n u
Pengemdaiian Pelaksanaan Persentase Jumlah Serusahaan yang % T 7E 6
Peripnaman Madal melaporhan LXPM 1epat wakty
1 ladwal Peiaksanaan Analisasi Capaian Pelaisanaan Hambatan
Aksi Indkater Hasil Evaduasi Sencaption Strategi Pencapaian
[ o [ m [ w ] v [ n o ow
Merryuman Eryangs Ao |t Exsinrmen KAX Milai Pagu Anggaran
Lerjs Program Peagendalian | Prisgram PengendaEan
Pelabisnaan Peusnaman Parlakssnaam
Miutal [Penanaman Modsl g,
595 757 000, -
Rapat inbernal Bedang Trewslergararya hogitan
Perngencdiban Prlddoanaan fapart internal Bldang
Penanaman Modal teriae Pengendakan Peisisansan
Program Kegiatan Sidang | Peransman Moda!
Preagendakan Pelaksanaan
Peanirman Modsl
- prar B :
Peiaksanann selunh Kogiatan | | peldnanaan kegiatan
pada Program Fengenidalian
Pelzknanasn Poneramen
oelal i wilayah Calngraten
Kcrtawaringin heral
Peiakmanaan Ergatan arndah Prrusahaan yang Permesiar
Prenyelmalan Permasalatan gy dilakoudosn Prrvgaratan hasar
dan hombatan yang difedipl | pendempengan Penyelsaln Perizinan, LEPSA
pelakil e dalem Permatalahan Prnanaman
rreerealisrsiom keglatan Pebescdiil ddn Perintan
uiahuarrya o wikiyah Kabpaten
Kotawaringin Sara
Pedaksanaan Kegatan Bevtek  [Jomiah Pesrta yang Baryak perushaan /
Peiaksanaan Penaraman Modsl | menglot: Banbungan Treinin el riaha yang
i Pririzinan o wilayat el [ tidak melaporkan
stvelapirican LR, dan
data pamg Talad berygiop!
il misbagaori an
LEPRA ponmascil
parinan
Pelaksanasn Keglstan lurmilah Prevprd fegiatan
Pengawanen Prnanaman Modal | Uissha yang akan di Bukan
pergawian Penansman
Koordn s dengan Pelaiu Ternsienggaramya boordinasl
Usaha / Prrusahaan terkait. |dengan pelaku uiahs
Penanaman Modal, Perninan
Har non perizdnan
Kanwrodinasi dangan srharuh Terselenggaramya kondinas:
IntEnsl terkait haik Hrghat dengan Seheruh ristamd
Kabapaten, Provins musfiun [terkas ball Hinglal
st Watnaparten, Provemi imaugmin
st
'empanunan Laporan Aldnie Diniyenen Laporan Aihis
Prgram Eegiatan Butang Program Kegiatan Sdang
| Fengendalian Peiskeanaan Pengencdaiian Fetslnanaan
Pesraruarman Sdods Hetahirtuy Modlal
Pangkalan Bun, lanuan 2024
Hit. Kepals Bidang Pengendal araman WModal




RENCANA AKSI PERUBAHAN ESEON Il TAHUN 2023
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RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2023 PERUBAHAN

Unit Herja 1 DFMPTSP HABUPATEN HOTAWARINGIN BARAT
Jabatan : KABID Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Nama : SUPITEI HANDAYANIE, S.A.P., M.Si.
Target
KO Program Indilat
nerater I I m v
1 FPengembangan Iklim Presentase Minat Investasi W v ¥ v
Penanaman Modal 25% 25% 25% 25%
Jadbwal Pelaksanaan Realisas Capaian Pelaksanaan ; Hambatan m
M i Hasil Eval i . Fe
i Ak Indikator 7 I i I T | 7 ; 1 m —{ Tit v a vitluns $encapabin n::pm
1 Penyusunan Penetapan Jumlah Dokumen v Y Y ¥ 2 2 2 Nilni pagu Rencana Kerja © - -
Pemberian Fasilitas/Insentil | Rancangan Produk Dokumen | Dokumen | Dokumen [Ep. 129.334.012
dibidang Penanaman Modal | Hukwm
yang menjadi Kewenangan
daerah Kabupaten/kota
2 Penyusunan Pembuatan Peta |Tersedianya Peta - v _ g 1 MNilai pagu Rencana Kerja
Fotensi Investas Potensi dan Dokumen |[Rp. 27.500,000
Kabupaten /Kota Peluang Investasi

Pangkalan Bun, Okiober 2023
kabid Perencanaan dan PIPM

SUPITRI "@ ANIE, S AP, M.Si.
NIP. 19711122 199603 2 004



REMCANA ARSI ESELON Il TAHUN 2023

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jabatan  : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMAS| PENANAMAN MODAL
Nama : ROSITA WATI, 5P., MH,
1 Targnt Reallaasl
Ha. Program indikator
[ 1 ] il 1 ] il w
Persentase Promaos Penenaman Modad vang
1 Pramas| Penanaman Madel ek rirkan 115 11,5 s 135 15 F 2] 40
2 Pengelajaan Data dan S|stern informasl Penanarman Modal :::::;:-ﬂd::u-:?pzr:mla:l opde giciom Informsael in 1% 15 0 Fin 0 0
Indwal Prlaksanaan Roallsant Preiskianaan | !
e o ndh A fllsanl Capatan taall B I| Hambatun Mn
T T T | [ T i el M i
A Fromosl Pensnarmen Modal yang dilaksarakan
Koordinay dengan insansdSOPD, Perusshaan verkaly Tarlaksans
1 leshan/Mister Pameran 2 Doksman : seaal Jadwal
3 Melaksanakan Rapat Roordines antuk Kelkutseraan 5\ 3 Terlaksana
Farmiaran sedunl jedwsl
Torlaksana
3 Mengikut! Pameran Thnglat Nas|onal 1 Eall 1 s e
Terlukzana
4 eryusun Laparen kelkutiartean Pamersn 1 Lsporan 1 sesunl juthwal
Mplaksanghan Fromos) melslul Website, Youtube, Medis Terlaksana
3 Sosial dan Media Cetak +4 M : 3 » sesunl fadwal
i | Pengeicisan Data dan Sitem Informas| Penanaman Modal
1 Lo Laparan P lalamn Data Yang Ter f A Laparan 1 1 1 TUriaNEan)
arYULLn Laparan Pengniciaen Data Yang Tetintagrasl ==l ] sesusl Jdwal
Fangkalan Bun, September 2034

KEPALA BIDANG PROMOS), PENGELOLAAN

DATA




RENCANA AKSI ESELON Il TAHUN 2023

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jabatan 1 KEPALA BIDANG PROMOS!, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMAS! PENANAMAN MODAL
Nama 1 ROSITA WATI, 5P., MH.

Target Aeabizal
Na. Program Inieliatar
1 fl L1 w I H L] w
1 |promou Penariaman Modal A R T o T 225 s | ns | ms 15 25 10 »
. dilaksnnakan ; : e ’
Persgntase cata yang terintegras pads shrenm (nforman
1 B fi e Muodal 10 1 15 i i0 0 a0 15
engelalaan Data dan Sistem informasi Penenarmin Moda Pananiman Modnl yang diielole §
Jadwal Pelaisanaon Realash Cepalan Pelakianaan Hambatan Strategl
Mo Al indlkatar Husll Evaduasl e "
e ] owm ] w T Pemiieion | fanchesis
a Promosl Penansman Maodel yeng dilsksanakan
Keordinas! dengan iratansl/SKPDL Terusafasn 1erkalt Terlzkzana
1 1
4 Bahan/Materl Fameran A onran wetual jadwal
3 Melzisanakan Rapat Koordinas) sntul K esumertasn 7 ksl 2 Terlaksana
Famurin sial [adwal
! E Terlaksana
3 Mengikutl Parmeran Tingkat Daerah dan Tingket Nasional 1 Kall i i ssiinl kst
_ ' \ Terlaksana
q Menyusun Laporan kalknsartasn Fameran 1 Leporan sestial faiwa]
Welaksanakan Fromos malalul Webilte, Youtube, Media Terlakszna
[ 3 3 1 3 £
: Sosial dan Media Cetak 12 ulen sasual jadwal
1 Pengelodaan Date dan Slstem Informas! Penanaman Modal
ey P I Yarg Tar i al 1 N\ \ y Terlaksany
| yusn Laparen Pengelolaan Data Yang Terinegras aporan sesal [adwal

Pangkalan Bun, Desember

KEPALA BIDANG PROMOS, PENGELOLAAN DAT, INFORMAS] PENANAMAN MODAL



RENCANA AKSI ESELON Ill TAHUN 2023

Unit Kerja  : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Nama : ROSITA WATI, 5P, MH.
I L[} i w i i i
1 |Pengendalian Pelaksanasn Penanaman Moda! Panjnghetan pyrusshiean yeng meleporsan LKW nk | 7% | 7w | nx | s | raaew | musw
tepat wakiu
Persentase pamantauan di.n pEngawasan 5% 5% 268 75% 17.24% 13,799 0%
pEnanaman modal dan peririnan
Persentase peserta yang menglkut! pemblinaan ) g
66,67% 3338% Bb,G7% 33.33% -
pelaksunpan ponanaman madal
o o I Jadwal Palsksanaan Realisasi Capaian Pelaksanaan Mm:“ - Strategl
ak W bl N PABTAREN
1 Fanyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK] Program Pengendallan |lumlah dokumen KAK 1 - - Tertaksana
Falaisanasn Penanaman Modal sl
jadwal
1 Pelaksanaan Keglatan Pendataan Penanaman Modal termatuk | Jumilah baporan Data PMA J PRMDN Perlzinan dan 1 1 1 Terlaksana =
Perizinan dan Non Perizinan &) wilayvah Kabupatan Kotawaringin |Non Perizinan sesual
Barat il
3 Pelaksanaan keglatan pemantauan penanaman modal dan Jumlah perusahaan yang akan diiskukan pemantauan o ] 1] Tidak tersedia
perizinan dl wilayah Kabupaten Kotawaring!n Barat pénanaman modal dan perizinan ENgEaran pada sub
keglatan urtuk
mendukung
pencapalan target
program dan Yeglatan
4 Pelaksanaan kegistan pengawasan penanaman modal dan |umiah xegiatan usaha yang akan dilakukan 19 ¥ lid 11 - Karena adsnya =
perizingn di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pengawasan penanaman modal dan perkiinan pengambangan
gyatem 055 akan
pengdwasan dangan
penjadwalan tersistem
yang melibatkan OPD
tieknis sehinegs untuk
melaksanakan
egiatan tersebut
harus dilengkapi
dengan 5K dan 508,
ttd Bupati
Kotawaringin Barat
sehingga menunggu
Proses persiapan yang
panjang




At

Indikator

ladwal Pelalsanasn Reafiasi Capalan Pelakmanaan Hasil

§
i
i

Petaksznaan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman
modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringln Barat

Persentase peserta yang mengikuti pembinazn
pelaksanaan penanaman madal

66,674 33,33% < £

Penyusunan Laporan Akhir program kegeatan Bldang
Pengendaiizn Pelaksanaan Penanaman Modal

Dakumen Laporan Akhir program kegiatan Bidang
Pengendafian Pelaksanaan Fenanaman Modal

Fanghkalan Bun, September 2023

Plt. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN P




RENCANA AKSI ESELON IIl TAHUN 2023

Linit Kerfa  © DINAS PENANAMAN MODAL DAN FELAYANAN TERFADLU SATU PINTU

Jabatan 1 Pt KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
MNama : ROSITA WAT, 3P, MH,
; Turget Aentlungl
Ne: Program indlbazor - -
vl oo ] n m [ 1 L L] L
kA i L1
1 |Pengendatisn Pelsksanasn Panamaman Moral :::“ Y pansinn yang tvtapockan LR nw | e | mw | omw | raaew | Taaew | omasx | oa e
PANSHEIRES B RS e 2% | 2w | 2o | 2w | araem | aoew | osom |
penanarman madal dan parizinen :
Persaniaie peLorta varng mangikuti pembingan 66,67 23,335 B6,57% ¥ 15
pedakianann pananamiss modal ’
No. Akt Irved et PSS M Croivn Peimmisd Howh Hambwisn
O AT (TR N i ATt (7 rcrzall N
1 Paryltunen Caranges Acuan gy (KAK] Progoem Pengendallah [Jumiah dokumén KAD 1 - Terlakians -
Palakianaan Penaiaman Modsl Pt
Jochwial
F] Pelaisanasn Kegiatan Pendataan Penanaman Modal termasuk | luretah (aporan Data PMA § PAMDN Peritman dan 1 I H 1 Terlaksana =
Peririnan dan Non Peridran © wilnyah Eabopoten Won Perlinen sl
|£mamm‘1n Barat Jnadiwrind
3 Pelaksarinan kegiatan pemamaian peoanaman madsl dan Jurnfah penuahaan yeng skan dilakukan @ o a o Tfak tarvedia
perizinan ¢ wilayah Kabupaan Eetawanngin Barat pemantauan paranaman madal dan perizinan ANEEATAN DadE
[sulk hegintan
wrrtidk e ukLing
penicapaian tagel
Program dan
laghatan
4 Delakisrnan Keglatnn pergawisss peransman modsl dar pemlah kegintan uknha yang skan dilakukan 13 0 11 34
:IP!I"‘JIHIH: i wilnyah Knbupater Eotawaringin Barat P rgawasan penanaman madal dan parizinan
5 Ewlakianinn keghatan gambinan polakeanaarn penanamin Ferientiae peasrt ving mengikuti pembinaan EE6,EIN | 3333 6%
mindal dan perizinan di wilayah Kabupaten dotawaringn Barat | palaksanaan pananaman meostsl
6 Ppryunundn Laporan akhis program kegstan Bidang Dokurmen Laparan Akhie progrem keglatan Didang 1
Pargendalian Felakspnagn Penanaman Modal fengendelian Pelaksanann Feranaman Modal
Panghkaian Bun, Desember 2023
Piv, KEPALA BIDANG PENGENDAL AN MODAL,




Dinas / Hadan / Llail Satuan Kerja

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

!: DINAS PENANAMAN MODAL DAN FI;"T."i-l" KARBUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
i = g O a5 f g AREaTe St s L B

[ Mesrah

‘, =z 4 - z - = - .j i - .-‘.I | !.-E _?-‘
f | mmamwmm | ) O B o
Perencanaan, Peaganggaran, din Fulnul .!umlih dokimen perencanaan, penganggarun 23 Dokumen 117.40%. 800
Kinerja Peranghkat Dacrah dun evalunsi Kinerja peranghkat daerah
1
Penvusunzn Dokomen Percncannnn Perangkat[Tumloh  Dokomen Perencanian Perangkot 2 Dok umen Tk 632 000
[racrah [rnerah
Koordinasi don Penvusunan Dokumen BK A= [ Jumlah Dokumen REA=SKPD dun Leporan 11asi] I 130k 2487250
SKPD koordinnzi Penyusunun Dokumen BEKA-SKPD
koordinasi dan Peryusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubithon REA-SEPL dan 1 Dok 2 505 500
Perubihan REA-SKFD Laporin Fiasil Koordinasi Pensusunon Dokuman
Perubalun REA-SK P
Koordingsd dun Penyusunan DFA-SKPD Jumiah Dokumen DEA-SKPD don Laporan Hasil 1 ok 2:497.250
koordingsi Penyusunnr Doktrmen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubiahan DPA- | Jumioh Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1ok 1752500
SEPD Lapuran Hasil Koordinast Penyusumm Dokwinen
Perubahon DPA-SKPD
Kowmdinasi dan Penyusunnn Laporan Capaian |Juminh Laporan Capaian Einerja don lkhtisar 15 0k 35.023.704
Kinerjo dar [khtisar Hedlisasi Kicerja SKP | Resilisasi Kinerjo SKPT dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capodan Kinerja don
lkhtisar Realisasi Kimerga SKIT
Evaluasi kainerjan Perangkar Doerah lumlnh Loporun Evalunsi Kiperia  Perangkot 4 ok LA01 tb

Administrusi Keuangnn Peranghat Daeral

Jumlbah dokumen Administrasi Keuangan
Pernnglknt Ducrah

3347 Dokuiren

4519815413

PengujianVeritTkast Kewmngan SKIP*

Pengujinn™erifikasd Kzuangan SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumish Owang yang Menerime  Gaji  dan 23 Opmmg bulan 4:469.362 163
Tunjangan ASM
Pelnksanann Pennmuisshann don Fumlah [Yokumen  Penafoussheen  dan F500 Dokurven 5.5} CHMD




Target

Na Ssran Sl " Indikafor Program. KeghttawSub Keglitan | Indikator Kiaerjs.
Foorrdingsi dan 'enyusunian l.a-l:u:-run Jumioh Laporan Keuangan Akhic Tahun SKPD dan I Dk unien 534550000
Kevangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hosil Koordinasi Penyusooin Lapomn

keuanzan Akhir Tahun sk PD
Kerdingsi dan Penyusunan Laparin Jumiih Laporan kewingan Bulanan/ Trivulanan 13 Lapioran |.498.250)
koevmnggan Bolwnan’| riwulmman/Semesteran [ Semesteran SKPD dan Laporan kooprdings
SKP[ Penyusunmn Laporan Keuangan
Butanan/ Trivulenan/Semesteran SKI1'C
Administrasi Kepegawaian Peranghat Jumilah jewis layannn administrasi kepegawaian 2 Jenis TI 316,044
Draerah vang disedisken
Pengacasn Pakaian Dhinns Beserta A tribat Jumkah Pakaian Dinaz Besarin Perlengkapanoys vang 33 Puket 159 RO ()
kelengkaponnya Dindaknn
Bimbingun Tekmis Iniplementasi Perptvran [ Jumlah STIM ving mengikut Bimbingan Teknis 5 Oring 3506000
Perundang-1 ndangan Irmplertzntod peratiran perundang- ondun it
Administrasi Umuom Peranglat Daerah Jumlah tayanan adminisiras nmam yang i Jenis 31219927
divedinkan
Penyvedizan Komponen Insinlosi Jumlah Komponen  Instnlasi Listrild Penerngan B Pokot T 034 5494
Listril/ Penerungin Banguntn Kantor Bungunan Kantor yung dissdinkan
Penyediaan Perplatan don Perfengkapan Juminh Pernlaton dan Perfengkapan  Kantor vang 4 Paket 37827193
kenntor diee] laaham
Penyediaan Mernlaim Rumah Tangpa Jumlah  Jenis  Perlatan Romah  Tongga g 2 Paket 7,129,766
Dhsediakan
Penyvedizan Barng Cetnkan dim PenggandannJumlah  Barmg Celukan  don Peogeandann vang 14 Paket 43 784 476
dized ik
Penyelenzearzan Hapet Koordimas! dan Jumlnhi  Akifites Rapat-rmpal Koordinesi dan 8 Oring 19448 144
Kursultas: SKPD Kaomsultasi ke Lar Doerah vang Disediskan
Pengudaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik doeruh penunjang urosan 10 1 nit MS5.6TT
Penunjang [ rusan Pemeriniah Daerah Pemerintah yang diadakan
Pengacann Peralston dan Mesin Loinnya Tumieh Peralaton dan Mesin Leinnva vang Diadakean 0 Uit 4505677
Penvedinan Jusn Penunjang Urasan jumiab jass Penunjang L'rnsan Pemeriniahun 3 Jenis IT.156.37H
Pemerintnhan Daernh Iaernh vang disediakan
Penyediaan Juse Surat Menyural Jumlah surat/Paket vang Terkiriin 12 Laparan 351).00H)




i.l Komumikesi. umb’:rl)ayn

Waktu Penvediain Jusa Komunkasi, Sumber Davi

12 I..-.'

133,860,378

Afr dan Listrik Auar dan Listeik

Penyedidan Jasg Peluyunan Umum KRantar Jumilall  Jasa  Peligvanin Umum Kostor yang 12 Laparin 172946000
Disedinkan

Pemeliharnan Barung Milik Dacrab Jumbah jaua pemeliharasn barang milik daerih 3 Jenis 277.397.751

Penunjang L rusin Pemerintahan Dacrah | Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah

Penyediann Jisy Pemelibarann, Bigya Jumlsh  Kendurasn  Dings/Opernsional  vang] 7 Unit HOT2 75

Pemeliharsan, Pejok, dan Perizinan Disediakan lash Pemeliboran dan Merivinan

Pemeliharaan Perulstan dan Mesin Lainnyy [ Jumiah Peralaton dan Mesin Eeinnsa vang Dipelihars 39 Ulnit 450 000

Pemefiharaan’ Kehabilitnsi Gedong Kantor | lumlah Bangunan gedung yang direhaby Ji pelibioen 1 Umit 198 875000

dan Banguan GudunE_Laiml}ia

Iﬂﬂdl’il.l Pelakunnann lll-ll'llll

nhh Fruﬂlm yang Imn hm |

Maodal vang menjadi Kewenangan Daerab |Pembinnan dan Pengawasan
Kubupaten/Kota Peluksannan Penanaman Modsl
Koordinasi don Sinkronigasi Penunuan Juminli Kegiatan Lsabe dari Pelaxo Usaba yang 25 kepnitan 119,309,000
Pelnksanaan Menonaman Modal Melakukan Koordinasi dim Sinkronisasi Pemanteizn 1 snke

Pelaksanson Peopnpman Modal
Koworilinasi don Sinkrnni‘gﬁ.{.i Pembinman Jumbah Pelaku Usaha yang Mendupatkan Pembingan | 230 Pelaka Usadia 23044, 000
Pelnksanann Pemanaman Modal I-"\_'.la‘:sa.nﬂn Penanaman Yodal
Kouwrridlinasi dan Sinkronisasl Penpnwasan Jumiah Kegintan Usalie dan Pelaku Usahs vang 74 Fegiatan TT 545000
Pelaksanann Pesanamun Modal Melaliokan Koordingsi din Simkronisas: Pengavasam Lisakn




Penctapan Fﬂnhl Fasifitan/Insentif
Dibidang Fenansman Modal yang menjadi
hewenangan Dacrab Kabupaten/kotas

Jumish Dokumen Rancsngan Produk Hukum

2 Dnkin mm =

16824

Kabupuen/Kow

Ruibupatindola

Penetapan Kehijakan Dacrah mengene Tumbah Peratumn DasrhProving dalam Pentboriag 2 [holiutiben TR 83420
Pemberian Fasilitay/ Insertif dan Kemudebian |Fasilites Insentitl dan Kemudahan Penanaran Maodal

Penanaman Maodal

Pembuntan Pem Pofensi Tnvestasi Tersediunya Petn Potensi dan Peluang Investasi | Dokunien 4ib. 00000
Kabupatenilkota

Penvediaan Pem Potensi dan Peluang Usahie  [Jominh Peta Potens Invisssi don Peluang |lsaba I Diskmien A0 Ot

uru Fﬂllmln
Muodal vang menjadi Kewenangan Dacrah
hahupsten/Kota

[ Temiah Promosi Penunsman Modal yang

dilnlivamikan

238,199,750

Peluksanam Kegiatun Fromosi Penunaman
Madal Dagrah KabupatenKots

Jumtal Doicomen Hasil Kegintn Promosi Penunamin
Moadal Kabepaten/ Keota

1 Thokoumen

235.199.750

Pengelolaan Dats dan Informasi Perizinan
dl!' MNan Perizinun vung Terintegrasi pida
Tinghkat Dacrnh kabupaten/Kals

Jumlah data lm'nl‘nisi pﬂlumln
modal vang ferinfegrasi

Pengelahan, Penviiian dan Pemanliitan Data
dan Irformasi Perizinim dan Mem Perizinan
Berbesis Siawm Peluvanan Perizinan
Herusehe Termmegrast secaru Flektronik

Jumiah duta dan informesi perizinam dan non
perizinan berbasisi sitim peluy i perizitien
berusahun torintegrasi secara elektnonik vang diolah,
dileaji dan dimanfaatian

4 Leporan

A Lot B




Pelavanan Perizinan dun Mon Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidany
Penanaman Modal vang men |adi
Rewennngan Duerah Kabupaten/ Kota

Jumlah n non zin, pemantanan
pemenihan komitmen dan pengelolann layanun
honsuftasi dan peagadoan melolul sistem
elelitronili dan oon elekironik yang dapm

diselesanikan

S0 Buah

Penyedinan Pelovamm Terpadi Periziman dan [Jomfah Pelaku Usabo vang Mindapotkan Pelayumn 2400 Pelaku 19 Bl 600
Memperizinan berhasis Sistem Felayonan Terpadu Perfzinan dan Mon Perizinan Berbmsis lsiahe
Perieinen Berusahi Terintegrasi seciri Sistem Pelovamun Periemin Berusang Ternlegmsa
Flekivimik Secers Blekironik
Penantum Pemenuban Komitmen Perizina [Jumbh Kegiatun sabp dir Pelaiu Usaha yang SO0 Keglaton T3 AT 000
dan Non Perbslnan Penanmman Modal Mendapit Pemanluuan Peraenubion Bomitmen I sl
Perbeinun Bemsabin don »on Perlzinon Penanaimi
Muodal
Penyedinan Layunin konsublasi dun Jurnluh Oruig yeng Mempenileh Ligiun Konsullisi 300 Oring, 3389 500
Pengelalnan Pengadunn Mosyarbk terhodap (don Lerkelolmya Pengaduan Moasyarnkat Terhadap
Peluviunan Terpudu Pecizinun dan Non Pelayanan Terpadu Perivinan dan Nem Perizinan
Perizd




LAPORAN

SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
TRIWULAN IV TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KALIMANTAN TENGAH
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.
Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan

pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UL No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka
disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Surve
Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam
penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9
(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta

konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu penyedia
layanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah , maka perlu diselenggarakan survei atau jajak
pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah
dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran
spcara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas
data yang akurat dan komprehensif.



Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas
pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan
dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
s Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

s Peraturan Pemerintah Nomaor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

e Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 060/85/0RGS tanggal 24 Agustus 2021
tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat | SKM ) terhadap penyelenggaraan
Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan
kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kotawaringin Barat
Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;
4, Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
yang diberikan.



Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui  kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang
perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB Il

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana 5KM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri padaDinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei
Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tim yang ditunjuk oleh bidang

ptsp

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pada halaman portal survey kepuasan
masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disebarkan
kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumiah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner

SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu yaitu :

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Blaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan.




6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki cleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan
prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu
jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendirl oleh responden
sebagai penerima layanan pada halaman portal survey yang telah disiapkan diruang
pelayanan . Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas

himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan 5KM

survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu periodic dengan jangka waktu
| periode Keempat ) yaitu tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 15 Desember 2023,
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama kurang dari 3 (tiga )

bulan dengan rincian sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan  Jumlah Hari Kerja
1. Persiapan 2 Okt— 6 Okt 2023 5 hari
2. Pengumpulan Data 9 Okt — 15 Des 2023 50 hari
3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil 18 Des - 22 Des 2023 5 hari
4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil 9 Oktober - 13 5 hari

Oktober 2023



2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima
layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari
perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu satu periode
| pelaksanaa survei dari 2 Oktober 2023 sampai 15 Desember 2023 ) adalah sebanyak 62
orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel
dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie
and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu
periode SKM DPMPTSP tetap menggunakan jumlah 62 orang.
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BAE Il
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM
1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang
diperoleh yaitu 62 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 | JENIS KELAMIN | LAKI 26 2% i'
PEREMPUAN 36 58 % |
2 | PENDIDIKAN | 5D KE BAWAH 0 0%
SLTP 4 6 %
SLTA 20 |32% |
Dl 5 14%
5| 28 45 %
52 1 3%
3 | PEKERIAAN PNS 14 22%
B NI 1 3 %
SWASTA 24 38%
WIRALSAHA 0 0%
LAINNYA 23 37 %




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat [Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data 5KM dan diperoleh

hasil sebagai berikut :

u1 uz u3s ua us U6 uz us ug

IKM per unsur 3.79 3.81 3.71 3,87 3.8 385 3.9 3,81 39
Kategori A A A A A A A A B
IEM Unit

Layanan

Nilai Unsur Pelayanan




BAB IV

ANALISIS HASIL SKM
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Barikut dapat dilihat tabel dan grafik milal unsur pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang diurutkan dari

nilal terendah ke nilai yang tertinggi

Nilai

Ul u2 U3 L4 us LG u7z us us
IKM Per

7 381 in 382| 385| 319 39
e | ] S 3,87 3,81
IKM per
unsur | 9475| 9525 | 9275 | 96.75 | 955 | 96.25( 975 | 95.25 | 975
{Nilai
Kategori A A A A A | A A A A
IKM Unit
Layanan 95,72 (SANGAT BAIK)

Prioritas Penanggung
Program [/ Kegiatan

Uinsur lawab

1 Waktu Peningkatan penyelesaian v v v v Bidang PTSP
Penyelesaian izin
2 Prosedur Lakukan monitoring dan v v v Bidang PTSP
Pelayanan evaluasi terhadap dan Dinas
prosedur pelayanan Terkait
3 Sarana dan Peningkatan dan v v v DPMPTSP
Prasarana Perbaikan Sistem dan
laringan
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Berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa:

L

Nilai pada Unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah
vaitu 92.75 . Unsur kecepatan pelayanan dinilai paling rendah
nilainya prosentasenya schingga perlu ditingkatkan. Unsur
kecepatan pelayanan perlu adanya Kerjasama dengan dinas teknis
terkait  dan merumuskan Kembali sehingga mempermudah
masyarakat dalam hal kecepatan pelayanan,

Sedangkan Unsur Persyaratan pelayanan mendapatkan nilai
terendah kedua yaitu 94.75 dalam hal ini syarat yang harus
dipenuhi dalam pengurusan pelayanan kepada Masyarakat, baik
persyaratan teknis maupun administrative dibuat mudah dan
terbuka.

. Unsur Kesesuaian Produk layanan dengan nilai 95.5, dalam hal

ini lebih meningkatkan kesesuaian produk layanan dari tim teknis
agar dapat mempermudah Masyarakat dalam mengurus izin .
Unsur Kemudahan prosedur , dengan nilai 95.25 Unsur
kemudahan prosedur dinilai sudah baik namun tetap perlu
ditingkatkan, Unsur kemudahan prosedur perlu adanya
Kerjasama dengan dinas teknis terkait dan merumuskan Kembali
schingga mempermudah Masyarakat dala hal kemudahan
prosedur.,

Unsur Kualitas Sapras mendapatkan nilai yaitu 95.25 Unsur
Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan
terutama dala hal internet / Wifi agar mempermudah pengguna
layanan dalam melakukan pengisian melalui aplikasi.
Kompetensi Petugas dengan nilai 96.25 Unsur pelayanan
Kompetensi Petugas dinilai sudah baik dan harus tetap
ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan adanya anggapan
masyarakat bahwa ketidak sesuaian hasil pelayanan dengan
standar yang ditetapkan diakibatkan karena kurangnya
kemampuan vang harus dimiliki oleh petugas meliputi
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
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Berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1.

Nilai pada Unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah
yaitu 92,75 . Unsur kecepatan pelayanan dinilai paling rendah
nilainya prosentasenya schingga perlu  ditingkatkan. Unsur
kecepatan pelayanan perlu adanya Kerjasama dengan dinas teknis
terkait dan merumuskan Kembali sehingga mempermudah
masyarakat dalam hal kecepatan pelayanan.

Sedangkan Unsur Persyaratan pelayanan mendapatkan nilai
terendah kedua vaitu 94.75 dalam hal imi syarat yang harus
dipenuhi dalam pengurusan pelayanan kepada Masyarakat, baik
persvaratan teknis maupun administrative dibuat mudah dan
terbuka.

Unsur Kesesuaian Produk layanan dengan nilai 95.5, dalam hal
ini lebih meningkatkan kesesuaian produk layanan dari tim teknis
agar dapat mempermudah Masyarakat dalam mengurus izin .
Unsur Kemudahan prosedur , dengan nilai 95.25 Unsur
kemudahan prosedur dinilai sudah baik namun tetap perlu
ditingkatkan, Unsur kemudahan prosedur perlu adanya
Kerjasama dengan dinas teknis terkait dan merumuskan Kembali
sechingga mempermudah Masyarakat dala hal kemudahan
prosedur,

Unsur Kualitas Sapras mendapatkan nilai  yaitu 95.25 Unsur
Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan
terutama dala hal internet / Wifi agar mempermudah pengguna
layanan dalam melakukan pengisian melalui aplikasi.

Kompetensi Petugas dengan nilai 96.25 Unsur pelayanan
Kompetensi Petugas dinilai sudah baik dan harus tetap
ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan adanya anggapan
masyarakat bahwa ketidak sesuaian hasil pelayanan dengan
standar vyang ditetapkan diakibatkan karena kurangnya
kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas meliputi
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
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7. Unsur kewajaran biaya dengan nilai 96.75 Unsur kewajaran biaya

ini termasuk kategori sangat baik karena tidak ada biaya untuk
semua layanan kecuali PBG dan Reklame vang telah ditentukan
melalui PERDA Unsur Perilaku Petugas dengan milai 96.25.
Unsur pelayanan Perilaku Petugas dengan nilai 97,5 sudah
tergolong baik namun masih perlu ditingkatkan. Perilaku Petugas
vang perlu ditingkatkan terkait kesopanan, keramahan dan
komunikasi yang baik dari petugas/pelaksana pada saat
berhadapan atau menangani konsumen/pelanggan

Unsur penanganan Pengaduan dengan nilai 97.5. Unsur
Penanganan Pengaduan sudah tergolong kategori sangat baik, oleh
karena itu harus tetap dipertahankan dan tetap ditingkatkan Hal
ini terkait kesigapan dalam menangani dan menyelesaikan
laporan/ masalah terkait pelayanan yang ditenma oleh
konsumen/ pengguna layanan.
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Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Unit Layanan

o p—

No. Unsur Nilai Mutu | Kinerja Unit
Pela Pela:
Pelayanan IKM e | o
1 SIMBG 96.83 A ] Sangat
: Baik
3. [ZIN USAHA 98.19 A | sanga
0SS/NIB .'
| Baik
3. IZIN I1ZIN APLIKAS] 93.22 A | Sangat
SICANTIR ‘ Baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai IKM pada masing-
masing unit layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai dengan
kategori A (Sangat Baik).

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil penpolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.71
Selanjutnya Persyaratan pelayanan yang mendapatkan mla 3.79
adalah nilai terendah kedua. Begitu juga kesesuaian produk layanan
3.82 termasuk tiga unsur terendah.

2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan
Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3.9 dari Prilaku Petugas
mendapatkan nilai tertinggi vang sama berikutnya yaitu 3.9

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk
melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa
aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan
rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :




* “Pelayanan sudah sesual proseduras setiap bulan akan dibreafing
untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan” .

s “Lebih ditingkatkan sarana dan prasarana, Jaringan — wifinya
ditingkatkan kestabilannya *. dengan bekerja sama dengan dinas
kominfo

¢ “Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan 5 S senyum, sapa , salam
sOpan santun.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikul :

+ Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat cleh
masyarakat. Karena masih terkait dengan dinas terkait dalam proses
perizinanya

¢ Kemudahan Prosedur akan diupayakan akan menghubungi SKPD
terkait untuk lebih mempermudah prosedur pelayanan perizinan

4.2Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan
publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh
karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut
perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas
dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan Perbaikan
direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek
{ kurang dari 12 bulan ), jangka menengah ( lebih dari 12 bulan, ,kurang dan
24 bulan ), atau jangka Panjang ( lebih dari 24 bulan ), Pembahasan rencana
tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
bersama perwakilan pengguna layanan Penentuan perbaikan direncanakan
tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12
bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau
jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil
SKM dituangkan dalam tabel berikut:
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Penanggung

Program [ Kegiatan

Jawah
n
1 Wakiu Peningkatan penyelesaian v v Bidang
Penyeolesaian izin PTSP
2  Prosedur Lakukan monitoring dan ~ + y § Yy Bidang
Pelayanan evaluasi terhadap PTSPF dan
prosedur pelayanan Dinas
Terkait
a Sarana dan Peningkatan dan i i v ) DPMPTSP
Prasarana Perbaikan Sistemn dan
Janngan
&.3Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala
atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima
pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.
Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan, scbagai bahan pengambilan
kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren)
layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat
serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.
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Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat

dilihat melalui grafik berikut :

Tren Nilai SKM
DPMTPS Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan tahun 2022
hingga 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

yvang ada dilapangan dalam kegiatan survei IKM dapat bermacam
- macam Faktor timbulnya masalah, namun berdasarkan pengalaman dan
avaliasi vang di peroleh, penvebab yang dianggap paling dominan terhadap
timbulnya masalah tersebut adalah masyarakat (Responden) kurang
respek/ tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak
obyektif) hal ini penyebabnyva adalah kurangnya pemahaman responden
(Masvarakat) akan pentingnya hasil survei IKM dan kurangnya

kepercayaan renponden (Masyarakat) terhadap perubahan paradigm.
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BABV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama
satu periode mulai 2 Oktober 2023 hingga 15 Desember 2023, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

Secara umum kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Meodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barar
dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM vang
diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 95.72 dengan kategori mutu
pelayanan Sangat Baik.

Hasil survei menunjukkan [KM dengan kategon Kurang Baik adalah
unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 92,75
dan nilai terendah kedua selanjutnya yaitu unsur Persyaratan yaitu
94 75 serta kesesuaian produk layanan mendapatkan nilai 95.5 tapi
masih dalam mutu pelayanan A, sedangkan 7 unsur layanan lainnya
dengan nilai tertinggi vaitu 1.Penanganan pengaduan 97.5, 2. Perilaku
priugas dengan nilai 97.5, 3. Kewajaran Biaya dengan nilai 96.75 , 4.
kompetensi petugas nilai 96.25 , 5. kualitas sarpras 95,25 ,
6.kemudahan prosedur dengan nilai 95,25, Meskipun unsur-unsur
pelayanan tersebut baik, sehingga perlu dipertahankan dan
dtingkatkan lagi sedangkan unsur yang kurang baik maka perlu
perbaikan lagi.
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Nilai IKM pada pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipersepsikan
oleh masyarakat sangat Baik ada pada layanan Penanganan Pengaduan
dengan nilai IKM sebesar 97.55 dan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat keseluruhannya Triwulan IV tahun 2023 yaitu 95.72
dengan kategori muiu pelayanan sangat Baik.

Kotawaringin Barat, Desember 2023
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LAMPIRAN

PORTAL SURVEY

Portal Survey
Kabupaten Kotawaringin Barat

Portal Survey

159



Portal Survey
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CONTOH PERTANYAAN YANG ADA DI PORTAL SURVEY DPMPTSP :

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesunian persyaratan pelayanan dengan jenis
pelayanannya.

Tidak Sesuai
Kurang Sesuai

o

=

Sesuai

Sangat Sesual
Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.

Tidak Mudah
Kurang Mudah
Mudah

Sangat Mudah
Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan wakiu dalam memberikan pelayanan.

Tidak Cepat

Kurang Cepat

Cepat

Sangat Cepat
Bagaimana pendapal saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.
" Sangat Mahal

Cukup Mahal

Murah

Ciratis
Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum
dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Tidak Sesuai

-
i

s

Kurang Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai
Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi‘kemampuan petugas dalam pelayanan.
" Tidak Kompeten
Kurang Kompeten

Kompeten

Sangat Kompeten
Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan
dan keramahan.

Buruk

=

21




Cukup
" Baik

Sangat Baik
Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.

" Buruk
Cukup
Baik
Sangat Baik
Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.
~ Tidak ada
Ada tetapi tidak berfungi
" Berfungsi kurang maksimal
Dikelola dengan baik

-
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Hasil Olahan Data SKM

Na. MILAI UNSUR PELAY ANAMN | |
Respa
nden 235 236 | 230 | 240 237 239 242 | 236 242
NRR /
Linsur 3,79 381 | 3,71 | 387 382 3,85 39 | 381 3.9
MRR
Tertim |
bang / 041 0.4
1T 04211 04233 | 22 | 043 | 04244 | 04278 | 333 | 04233 | 0,4333 | 95,28
IKM Unit Pelayanan A [SAMGAT BAIK)
MUT
]
PELA
NILAS WANA
No. UMSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA | KONVERSI N
Persyaratan
U1 Pelayanan 3.79 94,75 A
Kemudahan
Lz Prosedur 381 85,25 A
Kecepatan
u3 Pelayanan 3.71 92,75 A
L4 Kewajaran Biaya 3,87 96,75 A
Kesesuaian Produk
s Layanan 3,82 95,5 A
UG Kompetensi Petugas 3,85 96,25 A
U7 Perilaku Petugas 3.9 57,5 &
us Kualitas Sarpras 3,81 95,25 A
Penanganan
g Pengaduan 39 87,5 A
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Q95,72 SANGAT BAIK
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INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TABEL
NILAI IKM REKAPITULASI
~ __RESPONDEN _
RESPOMNDEN
Jumlah 62 orang
JEMIS L=26orang P =36
KELAMIN orang
0
PENDIDIKAN 50D = orang
4
SMP | orang
20
SMA = | orang
g
B | [om  |= | orang
28
51 = Orang
95,72 1
’ 52 = | orang |
14
PEKERIAAMN ASN = Orang
1
THI = orang |
0
POLRI = oran
Ty
SWASTA |[= | orang
WIRASW 1
ASTA = aran
o]
PELAJAR | = QOrang
23 J
LAINNYA | = orang |
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PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PELAYANAN DAN PER
UNSUR RESPONDEN TAHUN 2023

INSTANS] : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADL SATU PINTU
i L2 LA L4 LS L u? 1] L]
Iml. Milal Per Unsur Pelayanan 215 136 230 40 237 219 242 236 242
NRR Per Unsur Pelayanan 1M 3Bl i 187 1R2 L L 150 1.8 350
NHA Tertusbang Per Unsor Pelsyanan 0,421 0.423 G412 0430 0424 L4238 0433 0.423 0433
KM UNIT PELAYANAN 05,72
Mo, Lmsur Pelayanan Jumish Rats-rata ] Mutu Pelayanan
L Persysratan Pelayvansn i Ga.7s A
L2 Kemudahan Prosedur | 55238 A
U3 Kecepatan Pelayanan A7 92.75 A
L4 Kewajaran Bioya 187 96,75 A
L% Kesesunian Produk Layunan k. v 055 A
U Kompetensi Petugss 385 96,25 A
u? Perilaku Petugas 340 475 A
s Kualitas Sarpras 18 B5.25 A
ue Penanganan Pengaduan 150 975 A
Mikal ndeks Kepussan Masyarakai (TKY) 05,72 SAMNGAT BAIK
Frivritas Perbaikan Jumlah

Prioritas | csma I3




Prioritas Perbaikan F——

Perahankan Prestass () ]

Priaritas Rendsh (B) 0

Berlehibun (A) 9

NRER
Jumlah Timghkai
No | Pekerjasn | Peadidian | J fpge | JemB o by va | us|vs vt | us NilaiPer | NREPer | Timbangun | @ IKM | o pr
Kelamin Layanan ol Hesponden Per Respongden ad
Responden " ; Respondes
sip BANGAT

1| asn SARJANA P 3% |Dexren |3 |9 |4 |4 |4 4 |4 E7 378 0.0610 54,30 g
ZIN-IZIN :

2 | T SARIANA L 29 | APLIKASI |4 |4 |4 |4 |4 4 |4 E13 400 00645 100,00 FANGAT | petaysnes sudsh

PUAS sesual prosedur
SICANTIK
[ZIN-1ZTN . .

3 |Swmsm | SARIANA L 23 |apuxast |3 |3 |3 |3 |3 R E' b3 310 0.0502 77.75 PUAS HHW._EE:
SICANTIK
1ZIN-IZIN .

4 |Lainmys | SARJANA P 30 |aruikasi |4 |4 |4 |4 |4 4 |4 36 400 0,064% 100,00 wm;zmm_ st
SICANTIK . dipertaankan
1ZIN !

5 | Laionya | SMA L 3 |usama |4 |4 [4 |& |4 4 |4 36 400 0.0645 100,00 wn”wﬁ
OSSR
[iFd1

6 | Laioem | SMA L a3 Jusama o |a |4 |4 |4 4 |4 % 400 0.0645 TUT I et
JOSS/NIB
nzm SANGAT | Pelaymnan cepad

7 | Lainmyn | SMA P as |usama |4 |4 |4 |4 |4 4 |4 36 400 0.0645 10000 | 2D izin nib kaemi
AEEMNIE : Inmgsung jadi
Lo SANGAT | .

g | Swasin PASCASARIANA | P | USAHA 4 |4 |4 |4 |4 4 |4 6 400 LR T 100L00 terimkesih

PLAS
JOSS/NIB
1ZIN-1ZIN

9 | Swasmn | SARJANA L w | aPuikast |3 |3 |3 |4 |4 4 |2 12 3.56 0.0574 §9.00 PUAS

SICANTIK




NRR

Jumbah Tingkat
Jenis denis : NHH Fer | Timbangan KM
A "
o | Pekerjaan Pemdidikan Kelamin Lisia Layaasn Uz [ L | UT u._nlu_ﬂ-_ Responden Per Respenden Kepuazan saram
Respianide Responden Responden
. i . SIp -
10 | Asn SARJANA P % |[prcess |+ |4 4 3 |4 3 1.5 00474 £9.00 PLUAS
[Pl B
1 | Lainnya | DIPLOMA P 32 | APLiKASI |3 |4 3 3 |3 30 1n 0.0837 %3.25 FUAS bik
SICANTIK
IEZIN SAMGAT
12 | Swastn | SMA L 45 |usaHa |4 |4 4 4 |4 3 400 0.0645 aga | SARG
OSSR
[E-EEN s somiakin
13 | Swastn | SARIANA P 3% | APLIEASI [4 |4 4 4 |4 15 350 0.0627 9725 w.ﬁmﬁ lebi buik
SHCANTIE kedlepanaya ya
L2IN-1ZIN )
14 | Laionys | SnaA L 1 | APLIKASE |3 |3 3 3 |4 2 280 0.0466 7238 R
SICANTIE ¥
1ZIN-IZIN
15 | asn SMA L % | aptikas: |4 |4 P s |4 36 400 0.0643 0000 | SANGAT
SICANTIK FUA
1ZIN-IZIN lingkatkan
16 | ASN SARJANA P 35 | APLIKASI [4 |4 P 1 |4 3 37 00610 | 9450 SANIAT | pelayanan demi
SICANTIK i kevyamanan
IZIN-IZIN
17 | ASN DIPLOMA P M | aPLikas: |3 |4 4 ‘|4 15 189 0.0627 9725 el
SICANTIK
1FEIM- AT
18 | ASN SARJANA P 30 | APLIKASI |4 |3 4 5 |4 3 344 0,055 86,00 PLAS
SICANTIE
IZIN-IZIN )
19 | Swasta | SARJANA L 35 | APLIKAS] |4 |4 4 4 |4 36 400 0,0645 100.00 w,.__,u..mﬁ
SICAMTIE
1ZIN-1Z TN
20 | Swasma | SARIANA L 27 | apLikas: |4 |4 1 'mr 15 400 10,0648 lopo0 | SANUAT

SICANTIR




. Jumlah Timgkat
Jdenis y Jenky " SRR Per | Timbangan 1AL
Mo | Pekerjnan Pendidikan Kadamia Ukim ¥ aVauas Ul Uz us LUs|UT| US !FE-H aden Per Responden —n__._u.nl-nnn saram
pon Respendes Responden
LZIN-12TN ﬁaﬂr....ﬂu._.__!l
21 | Swasts | DIPLOMA P 26 | APLIKASE |4 |4 |4 4[4 |4 a1 400 0.0645 1 040,000 SANGAT | peluyunan yang
SICANTIK PLIAS maksimal dan
memuaskan
LA IN-1ETN
22 | Swesin SARIANA L 12 APLIKASL |3 |3 |3 4 |4 |4 'y 322 00509 #0350 FLIAS
SICANTIK
werimakasih tas
hanhesenya
kepadda petugns
perijinmn somua
1ZIN-IZIN eancar | *udah jelas
23 | Lainmya | DIPLOMA " 11 | APLIKASE |4 |4 |3 4 |4 |4 35 189 00627 97.2% : dijelaskan dun
SICANTIK . ramahs
pelayanmnmym,
periabenkan dan
semnga hisa bebih
bk fngi
Pl Sl ] sV SIS Nya Eangal
2 | Swasta | SARJANA L 3| APLIKASE [4 |4 |4 4 |4 |4 3 4,00 0.0645 100,00 SANGAT | bages de mudish
SICANTIK FLAS meigoperastkon
YR
BE-1EIN
25 | ASN SARIANA P M | APLIKASE (3 [3 |3 3 |4 |13 30 333 (L0537 g3.24 PUAS
SHCANTIK
siP
6 | ASM SARIAMA P 15 NOKTER 4 |13 13 4 |13 |13 31 144 0.055% B5.000 PLIAS
[ZIN-1E0N
27 | Swasa | SARJANA P 24 |APLKASE [4 |4 |3 TR 15 1.59 00627 | 9n.28 il
RICANTIE
TEIM-1£1M
2 | AsN SARIANA P M| APLIKASE [4 |4 |4 TR 36 400 01.0645 ooop | SANGAT
SICAMTIE
Zm )
N | Lainnya | SMA L 26 |USAHA |4 [4 |4 i la |4 16 .00 0.0645 100.00 HM}.__.

OSSMIB




Jamiah Timghat
! Jele daks | NRR Per | Tim KM
No | Peker Pendidik Us bangan | |
] jamm an Kelamin in La . Ui | U2 Ud | US| L | U7 ) LIS Nilsi Per Respandes Per R ten Kepuasan sArEn
- Hesponden Resposden Responden
HZIN : werima kasih
30 | Swasta | SMA P 15 |USAHA |4 |a a fa |4 |a|a 36 4,00 01,0645 toopn | SANGAT | @ ek telah
OSSNIR PLIAS -
LAIMN=1F i
3 | Lainmya | SARIANA P 45 | APLIKASI [4 |4 4 |4 |4 |4 |4 6 400 0.0845 W00 | SANGAT
SICANTIK PUAS
LZIN-LZTN :
32 | AsN SARIANA P 1 | APLIKASE |4 |4 s la |a lala 1 400 0.0645 ogo | SANGAT
SHCAMNTIK FUAS
121N .
13 | Swasta | SMA L 2% |usaHA |4 |4 4 |4 |4 |4 |a 36 400 00645 wan0: | DANOAT | e el
MMSMIR PUAS
1FIM-1ZTN
34 | ASN SARIANA P 41 | APLIKASI |3 |3 'HENERERE 2 122 0.0519 ¥0.90 PLIAS
SICANTIK
1ZIN-1ZIN
35 | ASN SARJANA p 4 |ApLkas |3 |2 'SENERERE 19 312 0.0519 $0.90 PUAS
SICANTIK
LZIN-1Z1%
36 | Loinnya | DIPLOMA L 35 | APLIEASI (3 |3 4 |4 |4 |4 |3 12 156 (L0574 &G5O0 MUAS
SHOANTIE
LEIN-1Z1%
37 | Lainnys | SARIANA p 2% | APLIKASI |3 |4 s (4 |a |4 |4 15 359 0.0627 97.25 BANGAT
ol PLAS
; LEEMN-1EIN
IR Fuhu.- SARTAMA P bl | APLIKASI | 4 £ ] 3 4 4 i i 31 344 (L0555 Hdi, O} PLIAS
SICANTIE
1ZIN .
39 | Swastn | SMA i ss |usama s |4 4 la e |a |a % 4,00 0.0645 10000 SANGAT
OSSN FLIAS
1ZIN-IZTN
40 | AsM SARIANA L 35 | aPLIKASI |4 |4 4 {4 |a |4 |a T 4.00 0.0645 100,00 Hﬁ,ﬂ

SICANTIR




NRE
Jumlah
Ne | Pekerjasn |  Pendidikan Usia |  Jemis Nilai per | NRRPer | Timbangan |  IKM Mh-:!-_i
Layvanamn e Responden Per Responden R Ast
Respa Fasposden espon
LZIN-1Z1N
41 | Laineva | SARJANA 2% | APLIKASI 3 400 0.0645 oo | PANGAT
SHCANTIK PUAS
Lz .
42 | Swastn | SMA 45 | USAHA 36 400 0.0643 oo | SANGAT
OSSN PLIAS
41 | Laianyn | SMA 48 | sBg 36 400 0,645 oo | SANGAT
[ Y )
44 | Swmsta | SMA 13 | USAHA 3 400 0.0645 0000 | SANGAT
OSS/NIR PUAS
LAIN-EZIN .
45 | Snasin | SARJANA 35 | APLIKASI 36 400 D.0643 woga | SANGAT
SICANTIK FUAS
| LZIN-121N
46 | Lainnya | SARJANA 45 | APLIKASI 36 4.00 0,064 loppp | SANGAT
47 | Lajnnyn | SMA 18 | USAHA 36 4.0 0.0645 wopp | SANGAT
OSSR MIAS
45 | Swasta | SMA 18 | SIMBG 35 149 0.0627 97.25 SANOAT
PUAS
ZIN-E21N
49 | Swasta | SARJANA 45 | APLIKASI Ty 400 00645 1L.00 SANOAT
SICANTIK PUAS
. nzZIN
50 | Swasia | SMP 2 | USAHA 3% 1,00 0.0645 oon | SANGAT
OSSNIB FUAS
si | Swasta | SMA 3 | siMBG 36 4,00 0.0645 ogp | SANGAT
PLIAS
IZIM-17TN y
2 | Swmsta | SMA 27 | APLIKAS) 36 400 0,064 100,00 Hﬁl

SICANTIE




NRR

Jumlah Tinghat
Jenis Jenin . MHH Per | Timbangan [
No | Pekerjaas Pendidikan Usia | fus US| US| UT) US| US| Nilai Per Kepuazan sRrmn
Kelamin Layaman Responden Per Responden
Hespoanden Respond Hespondes
IEIN SANGAT
53 | Swasta | DIPLOMA L a5 |usama |4 |4 |4 s |ala o |a |36 400 0.0645 onso | SN
OSS/NIB
ZIN ;
54 | Laimnya | DIPLOMA F 26 |usana |4 |4 |4 4 |4 |4 |4 |4 |36 4.00 0,0645 100,00 wm:!mﬁ
OSSNIR
(Il |8 Pl
55 | Loinnya | DIPLOMA P | APLkASt [4 |4 |4 s |4 |4 |a |a |36 400 0,064 100,00 Hﬁ_ﬂ
SICANTIK
NZIN 2
56 | Laisnys | SMP P 3 |usama e |4 | ¢ |4 ]a (o |a |36 4.00 00645 T b
OSSNIB
NZIN =
57 | Lainnya | SMP P 45 |usaHA |4 |4 (4 4 |le e e la |36 4.00 0.0645 100,00 Huw.ﬂ
OSS/NIB
ZIN .
58 | Laionya | SMP p 35 |usana |4 |4 |4 4 |a |4 Jala |36 4.00 0.0645 10000 | SARCAT
RSN
59 | Swasa | SMA L w |snmg |4 |4 |4 e |a la |ala |36 4,00 0.0645 10000 [ SRSAT
60 | Lainnya | SMA L s0 |sveGg |4 |4 |4 4 |4 |4 o |a |35 3,89 0.0627 9725 Hum;_.
VeTN-LEIN SANGAT
Bl | ASN LHFLOSAA P a5 APLIKAS] | 4 i 4 4 4 4 4 4 16 4.00 (545 1040 (0 PUAS
SICANTIE
62 | Lainmya ShiA L 45 SINBG i i p | d i 4 4 F ] k(] 11 WETLE R 2324 PLEAS




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun — Kalimantan Tengah 74112
Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Sutan Syahrir No. 2 B Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057

SEKTOR PENANAMAN MODAL

TAHUN 2023
Keterangan Satuan TOTAL KET
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah Investor Berskala
Nasional (PMA/PMDN )
Jumlah
- PMDN Perusahaan 53 51 66 72 Perusahaan yang
aktif (dalam

pelaporan lkpm) di
- PMA Perusahaan 13 14 14 13 Kobar
Jumlah Proyek
- PMDN Proyek 96 106 168 190
- PMA Proyek 27 32 26 25

Jumlah Investasi Berskala Nasional

- PMDN Rp 505.016.100.000 193.657.000.000 115.365.300.000 216.054.000.000 1.030.092.400.000,00
- PMA Rp 1.317.760.000.000 694.682.400.000 655.391.360.000 32.516.035.540 2.700.349.795.540,00
TOTAL REALISASI INVESTASI 1.822.776.100.000 888.339.400.000 | 770.756.660.000 | 248.570.035.540 3.730.442.195.540,00
Rasio daya serap tenaga Kerja

- TKI Orang 1.175 1.929 368 1.205 4.677
- TKA Orang 4 3 6 2 15

Sumber : sebaran realisasi investasi provinsi Kalteng

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Kotawaringin Barat,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650105 1994031 010



LAMPIRAN 1

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU

LAMPIRAN 1
TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023
BELANJA OPERASI BELANJA MODAL REALISASI APBD
No URAIAN PROGRAM/ PAGU APBD (.) REALISASI KEUANGAN | REAL PAGU REALISASI KEUANGAN | REAL | REALISASI KEUANGAN | REAL
KEGIATAN/SUB KEG PAGU BELANJA
TSI FISIK BELANJA FISIK FISIK
. 0 MODAL (. D 0
o | @ 0 o | @ o |
1 2 3=418+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 [0=9/8%10] 11 20=5+9+13+17 |=03)*1{ 22
PROGRAM PENUNJANG
A |URUSAN PEMERINTAHAN 5746,733,367 |  5.453,352,690 | 5239202817 | 96.07| 100.00 293,380,677 289,823,656 | 98.79 | 100.00 5529026473 | 96.21 | 100.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
I |Evaluasi Kinerja Perangkat 93,775,608 93,775,608 87,564,132 |  93.38 |  100.00 - - - - 87,564,132.00 | 9338 | 100.00
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
| 44,322,608 44,322,608 39316,820 |  88.71| 100.00 39,316,820 | 88.71 | 100.00
Perangkat Daerah
, |Koordinasi dan Penyusunan 2,497,250 2,497,250 1,297,250 | 51.95|  100.00 1297250 | 51.95| 100.00
Dokumen RKA-SKPD e e <70 : : =70 : :
3 [Koordinasi dan Penyusunan 2,505,500 2,505,500 2,505,500 | 100.00 |  100.00 2,505,500 | 100.00 | 100.00
Dokumen Perubahan RKA-SKPD U U U ’ ’ T ’ ’
4 I;;‘l’fgma“ dan Penyusunan DPA- 2,497,250 2,497,250 2,497.250 | 100.00 |  100.00 2497250 | 100.00 | 100.00
5 [Koordinasi dan Penyusunan 1,752,500 1,752,500 1,752,500 | 100.00 |  100.00 1,752,500 | 100.00 |  100.00
Perubahan DPA-SKPD 195 195 195 : : 195 : :
Koordinasi dan Penyusunan
6 |Laporan Capaian Kinerja dan 37,698,900 37,698,900 37,693,212 | 99.98 100.00 37,693,212 | 99.98 | 100.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP
7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,501,600 2,501,600 2,501,600 | 100.00 |  100.00 2,501,600 | 100.00 | 100.00
Administrasi Keuangan
1l 4,622,566,429 |  4,622,566,429 |  4,452,917,198 | 96.33 100.00 4,452,917,198 | 9633 | 100.00

Perangkat Daerah




BELANJA OPERASI BELANJA MODAL REALISASI APBD
No URAIAN PROGRAM/ PAGU APBD (.) REALISASI KEUANGAN | REAL PAGU REALISASI KEUANGAN | REAL | REALISASI KEUANGAN | REAL
KEGIATAN/SUB KEG PAGU BELANJA
TSI FISIK BELANJA FISIK FISIK
. 0 MODAL (. 0 0
o | @ 0 o | @ o |
1 2 3=418+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 [0=9/8%10] 11 20=5+9+13+17 |=03)*1{ 22
8 i‘;rgedlaan Gaji dan Tunjangan 4,571,628,195 | 4,571,628,195 4.402,152,323 | 96.29 99.82 4402152323 | 9629 | 99.82
Belanja Gaji Pokok PNS 1,706,798,000 1,706,798,000 1,665,143,438 | 97.56 100.00 1,665,143,438 | 97.56 | 100.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS
143,633,000 143,633,000 140,994,154 | 98.16 100.00 140,994,154 | 98.16 | 100.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 97.856,000 97.856,000 97,450,000 | 99.59 100.00 97,450,000 |  99.59 | 100.00
Belanja Tunj Fungsional PNS
clanya Tumjangan Tungsiona 98,980,000 98,980,000 92,060,000 | 93.01 100.00 92,060,000 | 93.01 | 100.00
Belanja Tunjangan Fungsional
Unnum PNS 34,310,000 34,310,000 33,600,000 | 97.93 100.00 33,600,000 | 97.93 | 100.00
Belanja Tunjangan Beras PNS 93,991,000 93,991,000 91,756,140 | 97.62 100.00 91,756,140 | 97.62 | 100.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan
7,606,000 7,606,000 7488334 | 98.45 100.00 7488334 | 9845 | 100.00
Khusus PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS 25,195 25,195 22,662 | 89.95 100.00 22,662 | 89.95| 100.00
Belanja [ inan Keschat
P;;“” uran Jaminan Kesehatan 151,681,000 151,681,000 139,238,659 | 91.80 100.00 139,238,659 | 91.80 | 100.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja PNS 3,516,000 3,516,000 3421510 | 97.31 100.00 3,421,510 | 97.31| 100.00
Belanja Turan Jaminan Kematian
NS 10,548,000 10,548,000 10,264,536 | 97.31 100.00 10264,536 | 9731 | 100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan 819,558,274
Beban Kerja PNS 858,444,000 858,444,000 819,558,274 | 95.47 100.00 9547 | 10000
Tambahan Penghasilan berdasark: 1,297,074,616
ambatiall TeNnastian berdasarkan | 356 080,000 | 1,356,080.000 | 1,297,074.616 | 95.65 100.00 95.65 | 100.00
Prestasi Kerja PNS
Honorarium Pengadaan Barang dan 4,080,000 50.00
Jasa 8,160,000 8,160,000 4,080,000 | 50.00 100.00 100.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan
9 |Pengujian/Verifikasi Keuangan 8,865,000 8,865,000 8,865,000 | 100.00 100.00 8,865,000 | 100.00 | 100.00
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
10 |Laporan Keuangan Akhir Tahun 40,574,984 40,574,984 40,401,625 | 99.57 100.00 40,401,625 | 99.57 | 100.00
SKPD




BELANJA OPERASI BELANJA MODAL REALISASI APBD
No URAIAN PROGRAM/ PAGU APBD (.) REALISASI KEUANGAN | REAL PAGU REALISASI KEUANGAN | REAL | REALISASI KEUANGAN | REAL
KEGIATAN/SUB KEG PAGU BELANJA
TSI FISIK BELANJA FISIK FISIK
. 0 MODAL (. 0 0
o | @ 0 o | @ o |
1 2 3=418+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 [0=9/8%10] 11 20=5+9+13+17 |=03)*1{ 22
Koordinasi dan Penyusunan
11 |Laporan Keuangan 1,498,250 1,498,250 1,498,250 | 100.00 100.00 1,498.250 | 100.00 | 100.00
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian
I 67,836,000 67,836,000 54,517,560 | 80.37 100.00 - - - - 54,517,560 80.37| 100.00
Perangkat Daerah
1o |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 19,800,000 19,800,000 19,800,000 | 100.00 |  100.00 19,800,000 | 100.00 | 100.00
Atribut Kelengkapannya
13 |Bimbingan Teknis Implementasi 48,036,000 48,036,000 34,717,560 | 7227 100.00 34717,560 | 72.27 | 100.00
Peraturan Perundang-Undangan
v g::r‘:;:s"as' O et 322,005,019 322,005,019 308,119,330 | 95.69 100.00 308,119,330 | 95.69 | 100.00
Penyediaan Komponen Instalasi
14 |Listrik/Penerangan Bangunan 7,929,596 7,929,596 7,929,472 | 100.00 100.00 7,929472 | 100.00 | 100.00
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
15 58,188,421 58,188,421 58,187,901 | 100.00 100.00 58,187,901 | 100.00 | 100.00
Perlengkapan Kantor
16 ?ZEZegilaanPeralata“R“mah 7,167,406 7,167,406 7,167,333 | 100.00 100.00 7,167,333 | 100.00 | 100.00
17 |Penyediaan Barang Cetakan dan 25,050,000 25,050,000 25,050,000 | 100.00 100.00 25,050,000 | 100.00 | 100.00
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
18 ) 223,669,596 223,669,596 209,784,624 | 93.79 100.00 209,784,624 | 93.79 | 100.00
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
V |Penunjang Urusan Pemerintah 94,505,677 - - 94,505,677 93,931,250 | 99.39 | 100.00 93,931,250 | 99.39 | 100.00
Daerah
19 iZ’ilngfj:a“P eralatan dan Mesin 94,505,677 94,505,677 93,931.250 | 99.39 | 100.00




BELANJA OPERASI BELANJA MODAL REALISASI APBD
No URAIAN PROGRAM/ PAGU APBD (.) REALISASI KEUANGAN | REAL PAGU REALISASI KEUANGAN | REAL | REALISASI KEUANGAN | REAL
KEGIATAN/SUB KEG PAGU BELANJA
OPERASI() FISIK BELANJA FISIK FISIK
? D MODAL (. 0 D
o | @ © o | w |
1 2 3=418+12+16 4 5 6=5/4%100f 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 |=03)*1{ 22
yp |Penyediaan Jasa Penunjang 268,686,883 268,686,883 259,711,847 | 96.66 100.00 - - - - 259.711,847 |  96.66 | 100.00
Urusan Pemerintahan Daerah
20 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350,000 350,000 - 100.00 - - 100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
21 . . 92,578,883 92,578,883 88,993,890 | 96.13 100.00 88,993,890 |  96.13 | 100.00
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
22 oo 175,758,000 175,758,000 170,717,957 | 97.13 100.00 170,717,957 | 97.13 | 100.00
Pemeliharaan Barang Milik
VII |Daerah Penunjang Urusan 277,357,751 78,482,751 76,372,750 | 97.31 100.00 198,875,000 195,892,406 | 98.50 | 100.00 272,265,156 |  98.16 | 100.00
Pemerintahan Daerah
»3 |Belania Pembayaran Pajak, Bea 44,072,751 44,072,751 41,962,750 | 95.21 100.00 41,962,750 | 9521 | 100.00
dan Perizinan
24 i:?;ly‘:araan Peralatan dan Mesin 34,410,000 34,410,000 34,410,000 | 100.00 100.00 34,410,000 | 100.00 | 100.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan
25 |Gedung-Bangunan Gedung Tempat 198,875,000 198,875,000 195,892,406 |  98.50 | 100.00 195,892,406 |  98.50 | 100.00
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
2.18 URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN
B | 1 IM PENANAMAN MOD AL 156,834,012 156,834,012 127,231,052 | 81.12 | 100.00 127,231,052 |  81.12 | 100.00




BELANJA OPERASI BELANJA MODAL REALISASI APBD
No LY VBN T O TEE R PAGU APBD (.) REALISASI KEUANGAN | REAL PAGU REALISASI KEUANGAN | REAL | REALISASI KEUANGAN | REAL
KEGIATAN/SUB KEG PAGU BELANJA
LT FISIK BELANJA FISIK FISIK
: 0 MODAL (. 0 0
o | @ © o | w |
1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100] 7 8 9 10=9/8*10( 11 20=5+9+13+17 |=20/3)*1{ 22
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
VIII |Penanaman Modal yang menjadi 129,334,012 129,334,012 99,736,052 | 77.12 | 100.00 99,736,052 |  77.12 | 100.00
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah
26 |mengenai Pemberian 129,334,012 129,334,012 99,736,052 | 77.12 | 100.00 99,736,052 | 77.12| 100.00
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
g | LCR LA T DLV 27,500,000 27,500,000 27,495,000 | 99.98 | 100.00 27,495,000 | 99.98 | 100.00
Kabupaten/Kota
27 |Penyediaan Peta Potensi dan 27,500,000 27,500,000 27,495,000 | 99.98 | 100.00 27,495,000 | 99.98 | 100.00
Peluang Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI
C | PENANAMAN MODAL 229,931,321 229,931,321 213,928,390 | 93.04 | 100.00 213,928,390 |  93.04 | 100.00
Penyelenggaraan Promosi
A i LR R ] 229,931,321 229,931,321 213,928,390 | 93.04 | 100.00 213,928,390 | 93.04 | 100.00
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
28 |Penanaman Modal Daerah 229,931,321 229,931,321 213,928,390 | 93.04 | 100.00 213,928,390 | 93.04 | 100.00
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN
D | NANAMAN MODAL 130,481,300 130,481,300 126,311,862 | 96.80 | 100.00 - - - 126,311,862 |  96.80 | 100.00




No

URAIAN PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEG

PAGU APBD ()

BELANJA OPERASI

BELANJA MODAL

REALISASI APBD

PAGU BELANJA
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN

(%)

REAL
FISIK
(%)

PAGU
BELANJA
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN

(%)

REAL
FISIK
(%)

REALISASI KEUANGAN

(%)

REAL
FISIK
(%)

2

3=4+8+12+16

5 6=

5/4*100

8

9 10=

9/8*10

11

20=5+9+13+17 |=(20/3)*1

22

XI

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

130,481,300

130,481,300

126,311,862

96.80

100.00

126,311,862 96.80

100.00

29

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

52,620,800

52,620,800

51,693,112

98.24

100.00

51,693,112 98.24

100.00

30

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

69,471,000

69,471,000

66,229,700

95.33

100.00

66,229,700 95.33

100.00

31

Penyediaan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

8,389,500

8,389,500

8,389,050

99.99

100.00

8,389,050 99.99

100.00

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

450,500,000

450,500,000

371,774,707

82.52

100.00

371,774,707 | 82.52

100.00

XII

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

450,500,000

450,500,000

371,774,707

82.52

100.00

371,774,707 | 82.52

100.00

32

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal

33

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

372,955,000

372,955,000

299,713,707

80.36

100.00

299,713,707 | 80.36

100.00




BELANJA OPERASI BELANJA MODAL REALISASI APBD
No LY VBN T O TEE R PAGU APBD (.) REALISASI KEUANGAN | REAL PAGU REALISASI KEUANGAN | REAL | REALISASI KEUANGAN | REAL
KEGIATAN/SUB KEG PAGU BELANJA
OPERASI () FISIK BELANJA FISIK FISIK
’ Y MODAL (. y Y
o | © w | ) |
1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100) 7 8 9 10=9/8*10 11 20=5+9+13+17 |=(20/3)*1 22
Koordinasi dan Sinkronisasi
34 |Pengawasan Pelaksanaan 77,545,000 77,545,000 72,061,000 | 92.93 100.00 72,061,000 | 92.93 100.00
Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
F INFORMASI PENANAMAN 44,540,000 44,540,000 44,426,312 | 99.74 100.00 - - - - 44,426,312 99.74 | 100.00
MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi
xg |Perizinan dan Non Perizinan 44,540,000 44,540,000 44426312 | 99.74 100.00 44,426,312 | 99.74 | 100.00
yang Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
35 |Perizinan dan Non Perizinan 44,540,000 44,540,000 44426312 | 99.74 100.00 44426312 | 99.74 | 100.00
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
TOTAL 6,759,020,000 6,465,639,323 6,122,875,140 | 94.70 100.00 293,380,677 289,823,656 98.79 | 100.00 6,412,698,796 | 94.88 100.00

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010




OPD:

LAMPIRAN 4

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.

SUB

BIDANG/KEGIATAN/SU

B KEGIATAN/KET
LAINNYA

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

REALISASI

VOLUME

SATUAN

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

PAGU DAK
FISIK (Rp)

SWAKELOLA (Rp)

Kontraktual

Volume

Nilai (Rp)

Volume Nilai (Rp)

Metode
Pembayaran

Keuangan

Y%

Fisik

Y%

Kodefikasi/
Keterangan
Permasalahan

2

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

230

Pelaku
Usaha

230

371,155,000

371,155,000

230 | Pelaku Usaha

299,713,707

80.75

371,155,000.00

100.00

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman

Modal

75

Kegiatan
Usaha

75

77,545,000

77,545,000

Kegiatan

& Usaha

72,061,000

92.93

77,545,000.00

100.00

TOTAL

448,700,000

448,700,000

371,774,707

82.86

448,700,000.00

100.00

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010




LAMPIRAN 5

LAPORAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023

NO

URAIAN PEKERJAAN

JUMLAH
PAKET

JUMLAH PAGU
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN

BELUM

PENGADAAN

PEMILIHAN /
PELAKSANAAN

HASIL PEMILIHAN

KONTRAK

SERAH TERIMA

PAKET Rp.

PAKET

Rp.

PAKET Rp.

PAKET Rp.

PAKET Rp.

PAKET Rp.

5

6

7 8

9

10

11 12

13=3-5

14=4-6

Pagu 0 -50 Juta

Paket Penyedia

Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)

19,800,000

19,800,000

1 19,800,000

19,800,000

1 19,800,000

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1,498,250

1,498,250

1 1,498,250

1,498,250

1 1,498,250

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

2,515,000

2,515,000

1 2,515,000

2,515,000

1 2,515,000

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

2,865,000

2,865,000

1 2,865,000

2,865,000

1 2,865,000

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

6,000,000

6,000,000

1 6,000,000

6,000,000

1 6,000,000

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

7,929,596

7,929,596

1 7,929,596

7,929,596

1 7,929,472

Belanja Makanan dan
Minuman Rapat Sub
Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD, kegiatan
Kunjungan dari Provinsi,
Kegiatan Sosialisasi dari
Kominfo, Pertemuan Calon
Investor

3,960,000

3,960,000

1 3,960,000

3,960,000

1 3,705,000

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis

29,766,571

29,766,571

1 29,766,571

29,766,571

1 29,766,222

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

25,050,000

25,050,000

1 25,050,000

25,050,000

1 25,050,000




PROSES PENGADAAN

BELUM
JUMLAH |JUMLAH PAGU SUDAH PENGADAAN PENGADAAN
NO URAIAN PEKERJAAN
PAKET (Rp.) PEMILIHAN / HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA PAKET R
PELAKSANAAN P-
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6
10 (Belanja Alat/Bahan untuk 1 28,421,850 1 28,421,850 1 28,421,850 1 28,421,850 1 28,421,679 -
Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover
11 (Belanja Alat/Bahan untuk 1 7,167,406 1 7,167,406 1 7,167,406 1 7,167,406 1 7,167,333 -
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
12 [Belanja Alat/Bahan untuk 1 9,786,000 1 9,786,000 1 9,786,000 1 9,786,000 1 9,785,700 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
13 [Belanja Alat/Bahan untuk 1 4,838,400 1 4,838,400 1 4,838,400 1 4,838,400 1 4,766,400 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
14 (Belanja Alat/Bahan untuk 1 8,389,500 1 8,389,500 1 8,389,500 1 8,389,500 1 8,389,050 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
15 (Belanja Alat/Bahan untuk 1 1,950,000 1 1,950,000 1 1,950,000 1 1,950,000 1,950,000 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
16 |Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 1 13,971,750 1 13,971,750 1 13,971,750 1 13,971,750 1 13,971,750 -
Pelumas
17 |(Belanja Pemeliharaan Alat 1 2,697,500 1 2,697,500 1 2,697,500 1 2,697,500 1 2,697,000 -
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Dua
18 [Belanja Pemeliharaan Alat 1 23,211,500 1 23,211,500 1 23,211,500 1 23,211,500 1 23,211,500 -
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor
Penumpang
19 [Belanja Pemeliharaan Alat 1 6,100,000 1 6,100,000 1 6,100,000 1 6,100,000 1 6,100,000 -
Kantor dan Rumah TanggaAlat
Rumah Tangga-Alat Pendingin
20 |[Belanja Pemeliharaan Komputer- 1 9,000,000 1 9,000,000 1 9,000,000 1 9,000,000 1 9,000,000 -
Peralatan Komputer-Peralatan
Mainframe
21 |[Belanja Pemeliharaan Komputer- 1 6,900,000 1 6,900,000 1 6,900,000 1 6,900,000 1 6,900,000 -
Peralatan Komputer-Peralatan
Personal Computer




PROSES PENGADAAN

JUMLAH |JUMLAH PAGU SUDAH PENGADAAN PEll\BIgiIIJ)IXIAN
NO URAIAN PEKERJAAN
PAKET (Rp.) PEMILIHAN / HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA PAKET R
PELAKSANAAN P-
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6
22 [Pengawasan Teknis 1 7,549,893 1 7,549,893 1 7,549,893 1 7,549,893 1 7,468,524 -
Pemeliharaan gedung kantor
23 [Perencanaan Teknis 1 5,607,211 1 5,607,211 1 5,607,211 1 5,607,211 1 5,526,690 -
Pemeliharaan gedung kantor
24 |[Belanja Pemeliharaan Komputer- 1 12,410,000 1 12,410,000 1 12,410,000 1 12,410,000 1 12,410,000 -
Komputer UnitPersonal
Computer
25 |[Belanja Alat/Bahan untuk 1 8,749,500 1 8,749,500 1 8,749,500 1 8,749,500 1 8,452,500 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
26 |Belanja Barang untuk 1 7,813,512 1 7,813,512 1 7,813,512 1 7,813,512 1 7,260,432 -
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
27 |Belanja Makanan dan Minuman 1 32,505,000 1 32,505,000 1 32,505,000 1 32,505,000 1 24,045,000 -
Rapat Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik (FKP) Standar
Pelayanan Perizinan dan
NonPerizinan dan Pembahasan
Kebijakan dan Regulasi
28 |[Belanja Modal Peralatan 1 18,750,009 1 18,750,009 1 18,750,009 1 18,750,009 1 18,750,009 -
Personal Computer
29 |[Belanja Alat/Bahan untuk 1 8,999,600 1 8,999,600 1 8,999,600 1 8,999,600 1 7,439,600 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
30 |Belanja Alat/Bahan untuk 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
31 |Belanja Makanan dan Minuman 1 5,775,000 1 5,775,000 1 5,775,000 1 5,775,000 1 750,000 -
Rapat Analisa dan Verifikasi
Data, Profil dan Informasi
Kegiatan Pelaku Usaha
32 |Belanja Alat/Bahan untuk 1 15,379,919 1 15,379,919 1 15,379,919 1 15,379,919 1 13,579,650 -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak




PROSES PENGADAAN

JUMLAH |JUMLAH PAGU SUDAH PENGADAAN PEll\BIgiIIJ)IXIAN
NO URAIAN PEKERJAAN
PAKET (Rp.) PEMILIHAN / HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA PAKET R
PELAKSANAAN P-
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

33 |Belanja Barang untuk 1 18,807,681 1 18,807,681 1 18,807,681 1 18,807,681 1 18,807,390 - -
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

34 |Belanja Makanan dan Minuman 1 18,125,000 1 18,125,000 1 18,125,000 1 18,125,000 1 14,000,000 - -
Rapat untuk acara bimtek
sosialisasi di 4 kecamatan

35 |Belanja Langganan Jurnal/Surat 1 7,200,000 1 7,200,000 1 7,200,000 1 7,200,000 1 3,600,000 - -
Kabar/Majalah

36 |Belanja Paket/Pengiriman 1 350,000 - 1 350,000

37 |Belanja Tagihan Air 1 7,683,975 1 7,683,975 1 7,683,975 1 7,683,975 1 5,527,250 - -

38 |Belanja Tagihan 1 1,435,644 1 1,435,644 1 1,435,644 1 1,435,644 1 1,207,376 - -

39 |Belanja Makanan dan Minuman 1 4,400,000 1 4,400,000 1 4,400,000 1 4,400,000 1 4,400,000 - -
Rapat Persiapan Kegiatan
Pameran

40 |(Belanja Alat/Bahan untuk 1 7,198,370 1 7,198,370 1 7,198,370 1 7,198,370 1 3,820,900 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

41 |(Belanja Alat/Bahan untuk 1 4,500,162 1 4,500,162 1 4,500,162 1 4,500,162 1 4,050,000 - -
Kegiatan KantorSuvenir/Cendera
Mata

42 [Belanja Paket/Pengiriman 1 3,278,100 1 3,278,100 1 3,278,100 1 3,278,100 1 3,278,000 - -

43 [Belanja Sewa Kendaraan 1 2,910,000 1 2,910,000 1 2,910,000 1 2,910,000 1 2,910,000 - -
Bermotor Penumpang

44 |[Belanja Alat/Bahan untuk 1 1,297,250 1 1,297,250 1 1,297,250 1 1,297,250 1 1,297,250 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

45 |[Belanja Alat/Bahan untuk 1 2,505,500 1 2,505,500 1 2,505,500 1 2,505,500 1 2,505,500 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

46 |Belanja Alat/Bahan untuk 1 2,497,250 1 2,497,250 1 2,497,250 1 2,497,250 1 2,497,250 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak




PROSES PENGADAAN

JUMLAH |JUMLAH PAGU SUDAH PENGADAAN PEEE&IIJ)IXIAN
NO URAIAN PEKERJAAN
PAKET (Rp.) PEMILIHAN / HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA PAKET R
PELAKSANAAN p-
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6
47 |Belanja Alat/Bahan untuk 1 1,752,500 1 1,752,500 1 1,752,500 1 1,752,500 1 1,752,500 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
48 |[Belanja Alat/Bahan untuk 1 4,174,500 1 4,174,500 1 4,174,500 1 4,174,500 1 4,174,500 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
49 |[Belanja Alat/Bahan untuk 1 2,501,600 1 2,501,600 1 2,501,600 1 2,501,600 1 2,501,600 - -
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
50 |Belanja Alat/Bahan untuk 1 1,932,000 - 1 1,932,000
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
(MTL)
51 |Belanja Makanan dan Minuman 1 1,600,000 - 1 1,600,000
Rapat dalam rangka penyusunan
Dokumen Renstra, Renja dan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Lainnya
52 |Belanja Makanan dan Minuman 1 1,200,000 - 1 1,200,000
Rapat Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKASKPD
Total Pagu 0 s/d 50 Juta 52 441,407,499 48 436,325,499 48 436,325,499 48 436,325,499 47 404,201,277 4 5,082,000
B |Pagu 50 s/d 200 Juta
53 |Rehabilitasi Bangunan gedung 1 185,717,896 1 185,717,896 1 185,717,896 1 185,717,896 1 182,897,192 - -
Negara (Pemasangan atap gedung
kantor)
54 |Belanja Modal Personal 1 75,755,668 1 75,755,668 1 75,755,668 1 75,755,668 1 75,200,000 -
Computer
55 |Belanja Tagihan Listrik 1 76,259,264 1 76,259,264 1 76,259,264 1 76,259,264 1 76,259,264 - -




PROSES PENGADAAN
JUMLAH [JUMLAH PAGU SUDAH PENGADAAN PEll\BIgiIIJ)IXIAN
NO URAIAN PEKERJAAN
PAKET (Rp.) LB IEE L HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA PAKET R
PELAKSANAAN p-
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6
56 |Belanja Jasa Penyelenggaraan 1 84,878,489 1 84,878,489 1 84,878,489 1 84,878,489 1 81,753,400 -
Acara
Total Pagu 50 s/d 200 Juta 4 422,611,317 4 422,611,317 422,611,317 3 422,611,317 4 416,109,856 -
Keterangan :

Penggandaan dan
Penjilidan-Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD)

: Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
: Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya

: Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
: Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010




HAMBATAN/KENDALA REALISASI KEUANGAN DI BAWAH 98%

Pada DAK Non Fisik ada perbedaan SBU Pusat
(Kementerian investasi/ BKPM dan SBU Daerah (Pemda
Kabupaten Kotawaringin Barat)



PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwul Km. 55, Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 32314 56; Faksimile: (0536) 3231454 amail : kel Ad

Wabsite - hitps Adpmplsp. kalteng.go.id

Palangka Raya, 20 Maret 2023

Kepada
Nomor : 570/136 BIVDPMPTSP-2023 ¥ih. Kepala DPMPTSP Kabupaten / Kota
Sifat : Penting {data terlampir)
Lampiran : 1 {salu) berkas di-
Hal : Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota tempat
di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023

Sebagai tindak |anjut Rapal perkembangan Konsolidasi Dala Realisasi Penanaman
Medal di Direktorat Wilayah |l dengan pesena darl DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota
d wilayah DKI Jakarta, DI. Yogyakaria, Kalimantan Baral, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan dan Jambi pada har Jumat (anggal 10 Maret 2023 di Bandung,
Jawa Baral, bahwa largetl realisas| investasi darl Kementlarian InvestasVBKPM Rl yang
diturunkan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 16,09 Triliun.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, target realisas| investas! tahun 2023 disalurkan ke
14 {empat belas) Kabupaten/Kola yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan
rincian kentribusi sebagai berikut :

Target Realisasi Investasi Persentase
No. Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kontibusi
(Rp. Juta) (%)

1. | Kabupaten Barito Selatan 523.100.08 3,25 %
2. | Kabupaten Barito Timur 445 659,24 277 %
3. | Kabupaten Barito Utara 376.159.27 2,34 %
4. | Kabupaten Gunung Mas 298.399.92 1,85 %
E. | Kabupaten Kapuas 1.017.266,60 6,32 %
6. | Kabupalen Kalingan 262.129.94 1,63 %
7. | Kabupaten Kotawaringin Baral 3.091.410,42 19,21 %
B. | Kabupalen Kotawaringin Timur 5525.715,16 34,34 %
8. Kabupalen Lamandau 458.449. 16 2,85 %
10. | Kabupaten Murung Raya 2.153.996,90 13,39 %
11. | Kabupalen Pulang Pisau 911.305.93 5,66 %
12. | Kabupalen Seruyan 582.741,96 3,62 %
13. | Kabupaien Sukamara 59.120,76 0,37 %
14. | Kota Palangkaraya 384, 544,67 2,39%
TOTAL 16.090.000,00 100.00%

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan acuan sebagaimana mestinya,
alas kerjasama yang baik diucapkan tenma kasih.

KEPALA DINAS,

SUTOYO, S8TP _MAP
Pembina Tingkat |
Tembusan disampaikan kepada Yth | NIP. 167910112000121001

1. Gubemur Kaimantan Tengah sebagai laporan.

2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kementrian Investasy/BEPM Ri di Jakarta.

3. Direkiur Wilayah || Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM
Kementrian InvestasiBKPM RI di Jakarla.
4 Arsip
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